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Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat 

Allah SWT. Sehingga Pengadilan Agama Nganjuk dapat menyelesaikan 

pembuatan Laporan Kegiatan tahun 2019. Laporan Kegiatan ini disusun 

sebagai salah  satu bentuk pertanggungjawaban Pengadilan Agama Nganjuk 

dalam pelaksanaan tugas dan kegiatan selama kurun waktu 2019, serta sebagai 

bahan informasi bagi pimpinan untuk dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan 

tugas serta tolak ukur penetuan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) di tahun 2020. 

Pengadilan Agama Nganjuk pada hakekatnya merupakan upaya dalam 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau Good Governance. Karena salah 

satu tujuan dari Good Governance adalah mendekatkan pemerintah dengan 

rakyat. Dengan demikian apa yang menjadi permasalahan, keinginan dam 

kepentingan serta aspirasi masyarkat dapat dipahami baik dan benar, sehingga 

akan mampu menyediakan layanan masyarakat secara efisien, mampu 

mengurangi biaya,  memperbaiki output dan penggunaan sumber daya manusia 

secara efektif.. 

Informasi yang dimuat dalam laporan ini disamping memberikan 

gambaran secara umurn tentang keberadaan Pengadilan Agama Nganjuk dan 

wilayah hukumnya, juga memuat informasi tentang pelayanan publik, 



 

pengelolaan administratif, personil, finansial dan sarana prasarana dalam rangka 

"Terwujudnya Pengadilan Agama Nganjuk Yang Agung". 

Oleh karena Laporan Kegiatan tahun 2019 ini dijadikan tolak ukur 

rencana  strategis pelaksanaan tugas di tahun 2020 mendatang dalam rangka 

meningkatkan pelayanan publik. Dan penyusunan laporan tahunan ini telah 

diupayakan sebaik mungkin namun tidak terlepas dari kekurangan sehubungan 

dengan kendala-kendala yang dihadapi.  Namun demikian Pengadilan Agama 

Nganjuk telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui 

tersebut melalui komitmen seluruh jajaran di Pengadilan Agama Nganjuk 

untuk menyelesaikan Laporan Kegiatan Tahun 2019 ini. Semoga Laporan 

Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Nganjuk dapat mencerminkan kinerja 

Pengadilan Agama Nganjukm dan dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

Nganjuk,  Januari 2019 

Wakil Ketua, 

 

 

 

 

Drs. H. Muhammad Alirido, M.HES 

NIP. 19680718 199403 1 006 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi dan Misi ……………………………………………………………... ii 

Tim Penyusun ……………………………………………………………. iii 

Histori Ketua ……………………………………………………………... iv 

Kata Pengantar……………………………………………………………. v 

Daftar Isi …………………………………………………………………. vi 

BAB I Pendahuluan ………………………………………………. 1 

BAB II A. Keadaan Perkara 22 

  - Keadaan Perkara Tingkat Pertama………………….. 22 

  - Keadaan Perkara Tingkat Banding………………….. 31 

  - Keadaan Perkara Tingkat Kasasi……………………. 32 

  - Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali……... 33 

 B.  Penyelesaian Perkara 35 

  - Jumlah sisa perkara yang diputus …………………... 35 



 

  - Jumlah perkara yang diputus tepat waktu…………... 41 

  - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya 

 Hukum Banding, Kasasi dan PK……………………. 

 

42 

  - Jumlah perkara perdata yang berhasil dimediasi……. 45 

 C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO 

Pengadilan) 

46 

  - Posbakum (Satker yang mendapat alokasi dan 

realisasi anggaran) ………………………………….. 

 

47 

  - Sidang keliling/pelayanan terpadu …………………. 48 

  - Perkara prodeo (pembebasan biaya perkara)………... 50 

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA  

 A. Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/ golongan/ 

pendidikan…………………………………………….. 

53 

 B. Mutasi ………………………………………………... 59 

 C. Promosi……………………………………………….. 61 

 D. Pensiun ……………………………………………….. 62 

 E. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yg telah mengikuti 

Diklat)………………………………………………… 

62 

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN 

PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI 

 

 A. Pengelolaan Keuangan ……………………………….. 63 

 B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana …………………… 65 



 

 C. Pengelolaan Teknologi Informasi 

− Implementasi e-court di lingkungan Peradilan 

Umum/Agama/ Miltun …………………………….. 

− Implementasi SIPP di lingkungan Perailan Umum/ 

Agama/ Miltun …………………………………….. 

 

 

77 

 

 

80 

BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK  

 - Akreditasi Penjaminan Mutu…………………………. 82 

 - Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ………………. 89 

 - Inovasi Pelayanan Publik …………………………….. 93 

BAB VI PENGAWASAN  

 A.  Internal ……………………………………………….. 97 

 B. Evaluasi ………………………………………………. 110 

    

BAB VII PENUTUP  

 A. Kesimpulan…………………………………………… 119 

 B.  Rekomendasi………………………………………….. 121 

 



 

 1

 

 
 

 

 

 

Pengadilan Agama Nganjuk terletak di Kabupaten Nganjuk terletak 

antara 11105' sampai dengan 

112013' BT dan 7020' sampai 

dengan 7059' LS. Luas Kabupaten 

Nganjuk adalah sekitar ± 122.433 

Km2 atau 122.433 Ha yang terdiri 

dari atas: 

1. Tanah sawah 43.052.5 Ha 

2. Tanah kering 32.373.6 Ha 

3. Tanah hutan 47.007.0 Ha 
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Wilayah Pengadilan Agama Nganjuk tepatnya berbatasandengan : 

1. Sebelah Utara    : berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro 

2. Sebelah Timur       : berbatasan dengan Kabupaten Jombang 

3. Sebelah Selatan     : berbatasan dengan Kabupaten Kediri 

4. Sebelah Barat    : berbatasan dengan Kabupaten Madiun   

 

Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1B memiliki  yurisdiksi  Kota 

Nganjuk yang terdiri  dari  20 Kecamatan dan memiliki wilayah hukum yang 

terdiri dari 20 (duapuluh) Kecamatan, 15 (lima belas) Kelurahan dan 266 (dua 

ratus enam puluh enam) Desa dengan luas mencapai ± 122.433 Km² atau 

122.433 Ha.  

Adapun wilayahnya beserta kecamatan yang ada di wilayah Nganjuk 

antara lain sebagai berikut : 
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No Kecamatan No Kecamatan 

1 Bagor 11 Ngluyu 

2 Baron 12 Ngronnggot 

3 Berbek 13 Pace 

4 Gondang 14 Patianrowo 

5 Jatikalen 15 Rejoso 

6 Kertosono 16 Prambon 

7 Lengkong 17 Sawahan 

8 Loceret 18 Sukomoro 

9 Nganjuk 19 Tanjunganom 

10 Ngetos 20 Wilangan 

 

Status tanah Kantor Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1B adalah Hak 

Pakai sesuai dengan sertifikat No. 00023 atas nama Pemerintah Republik  

Indonesia  Cq.  Mahkamah Agung  RI dibangun di atas tanah seluas 3.540 m2 

dengan ukuran bangunan 983 m2. 

 

A.  Kebijakan Umum Peradilan    

Menurut ketentuan Pasal  24 ayat 2  UUD  1945  bahwa Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan  

yang  berada  di   bawahnya  dalam  lingkungan  peradilan umum, lingkungan 

peradilan  agama, lingkungan peradilan militer,  dan lingkungan   peradilan  

tata  usaha  negara   oleh   sebuah  Mahkamah Konstitusi. 
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Kedudukan Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 

tahun  1989    yang telah  diubah  dengan Undang-Undang   Nomor  3 tahun 

2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang  Nomor 50 Tahun 2009  

tentang  Peradilan Agama adalah  sebagai  salah satu pelaku  kekuasaan  

Kehakiman   bagi  rakyat  pencari   keadilan   yang beragama  Islam  

mengenai  perkara  tertentu  dibidang  perkawinan, waris, wasiat, hibah, 

wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah dan lain-lain. 

Perubahan secara umum atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang• Undang 

Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang No.5 

tahun 2009 tentang  Peradilan Agama pada dasarnya untuk mewujudkan 

penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman yang merdeka melalui penataan 

sistem peradilan yang terpadu (Integrated Justice System), terlebih Peradilan 

Agama secara konstitusional merupakan badan peradilan dibawah Mahkamah 

Agung. 

Selain itu undang-undang tersebut diatas adalah mengatur kebijakan 

terhadap hal-hal mengenai Peradilan  Agama, pengawasan tertinggi baik 

menyangkut teknis  yudisial  maupun non yudisial yaitu  urusan organisasi, 

administrasi, dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung, 

sedangkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran  martabat, 

serta prilaku  hakim,  pengawasan eksternal dilakukan oleh Komisi Yudisial. 

Perubahan  ini  dimaksudkan untuk memperkuat prinsip dasar dalam 

penyelengaraan  kekuasaan  kehakiman,  yaitu  agar  prinsip kemandirian  
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peradilan dan prinsip kebebasan hakim dapat berjalan paralel dengan 

integritas dan akuntabilitas hakim, disamping itu pula membawa konsekuensi 

terhadap pengembangan dan pegelolaan Peradilan   Agama   dimasa   yang   

akan   datang,   baik   dari   segi administrasi, finansial, sumber daya manusia, 

sarana dan prasarana kearah yang lebih baik. 

Kebijakan pelaksanaan pelayanan hukum di Pengadilan Agama 

Nganjuk Kelas 1B adalah  mengoptimalkan  potensi  sumber daya dan 

sumber dana yang dimiliki dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih, 

berwibawa dan bermartabat, independen dan akuntabel serta transparan maka 

ditempuh kebijakan penyelenggaraan  peradilan di Pengadilan Agama 

Nganjuk Kelas 1B sebagai langkah-langkah strategis yang dirumuskan 

sebagai berikut :  

1. Bidang Yudisial 

1.1. Meningkatkan   pelayanan   penerimaan    dan   penyelesaian 

perkara dengan program : 

 Meningkatkan mutu pelayanan penyelesaian perkara. 

 Meningkatkan penerimaan perkara. 

 Meningkatkan  penertiban  administrasi  perkara  kedalam 

register perkara. 

 Meningkatkan    pengendalian    perkara    sesuai    Pola 

Bindalmin dan Aplikasi SIPP. 

 Penertiban berkas perkara yang telah diminutasi ke dalam 

box perkara. 
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 Mempublikasikan   putusan   yang   sudah   berkekuatan 

hukum tetap melalui website dan Direktori Putusan. 

1.2. Mewujudkan  rasa  keadilan  dan  kepastian   hukum  dengan 

program : 

 Mewujudkan  Putusan/Penetapan   yang  mernenuhi  rasa 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

 Mewujudkan  penyelesaian   perkara  yang  telah  inkracht 

(berkekuatan  hukum)  melalui  sidang  ikrar  talak, 

penerbitan Akta Cerai dan pelaksanaan permohonan 

eksekusi. 

 

2.   Bidang Non Yudisial 

a. Meningkatkan ketertiban administrasi dan manajemen. sumber daya 

manusia. 

b. Meningkatkan ketertiban administrasi kepegawaian ke dalam 

aplikasi  Sistem  lnformasi  Kepegawaian (SIKEP  MARI) dan 

KOMDANAS. 

c. Meningkatkan ketertiban administrasi dan manajemen keuangan  

melalui   aplikasi   keuangan  seperti  SAIBA,   SAS, RKAKL, dan 

KOMDANAS. 

d. Meningkatkan ketertiban administrasi dan manajemen umum, sarana 

dan prasarana  lainnya seperti SIMAK-BMN, RKBMN dan SIMAN. 

e. Meningkatkan  pengendalian  manajemen   Peradilan  Agama, 

dengan program :  
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-     Peningkatan sumber daya manusia (aparatur peradilan). 

- Peningkatan efektivitas dan efisiensi  sumber dana dalam DIPA. 

- Mengoptimalkan penggunaan sarana dan prasarana. 

- Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. 

f. Meningkatkan    pemberian    pelayanan    informasi    dengan 

pemanfaatkan Teknologi lnformasi. 

  3.   Dasar Hukum dan Tujuan 

a. Dasar hukum 

Dasar hukum pelaksanaan tugas adalah sebagai berikut : 

1. Undang-undang     Nomor    48    tahun    2009    tentang 

Kekuasaan Kehakiman. 

2. Undang-Undang  Nomor 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua   

atas   Undang- Undang   Nomor   14   tahun   1985 tentang 

Mahkamah Agung RI. 

3. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Pernbahan atas  

Undang-Undang   Nomor  14   tahun   1985 tentang Mahkamah 

Agung RI. 

4. Undang-Undang  Nomor 3 lahun 2006 tentang  perubahan alas 

Undang-Undang Nomor 7   lahun 1989 tentanq Peradilan 

Agama. 

5. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua 

alas Undang-Undang  Nomor 7 tahun 1989 tentanq Peradilan 

Agama. 
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6. Undang-Undang     Nomor    28   lahun    1999 tentang 

Penyelenggaraan    Pemerinlahan   yang   Bersih,   Bebas 

Korupsi dan Nepolisme. 

7. Peraturan   Pemerinlah  Nomor  46  Tahun  2011 tentang 

Penilaian Preslasi Kerja Pegawai Negeri Sipil. 

8. lntruksi  Presiden    Nomor 7   lahun  1999  tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja tnstansi  Pemerinlah. 

9. Keputusan      Ketua     Mahkamah    Agung     RI    Nomor 

143/KMNSKNlll/2007 tentang  Pemberlakuan Buku I  pada 

bagian keliga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan 

Kegialan). 

10. Kepulusan     Ketua      Mahkamah    Agung    RI    Nomor 

KMA/032/SK/IV/2006 tentanq Pedoman Pemberlakuan Buku 

II. 

11. Keputusan      Ketua      Mahkamah    Agung     RI    Nomor 

KMN080/SK/2006     tentang      Pedoman     Pelaksanaan 

Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan. 

12. Keputusan Ketua    Mahkamah    Agung    RI    Nomor 

KMN096/SK/X/2006 tentang  Tanggung Jawab Ketua 

Pengadilan Tingkat   Banding   dan   Ketua   Pengadilan Tingkat  

Pertama  dalam  melaksanakan  tugas pengawasan. 
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13. Peraturan   Kepala  BKN  Nomor   1 tahun  2013 tentang 

petunjuk  pelaksanaan  Peraturan   Pemerintah  Nomor  46 

Tahun 2011. 

14. Surat     Sekretaris     Mahkamah    Agung     RI     Nomor 

1435/SEK/OT.01.2/11/2019   tanggal  26  Nopember  2019  

tentang Penyusunan Laporan Tahunan tahun 2019 . 

b. Tujuan 

Laporan tahunan ini disusun dengan tujuan: 

1. Memberikan informasi yang lengkap tentang program 

Pengadilan  Agama  Nganjuk   Kelas  1 B  tahun  2019     yang 

telah selesai dilaksanakan. 

2. Sebagai bahan evalusai pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan  

Agama  Nganjuk   Kelas  1 B  2019   dan  menjadi barometer 

untuk menentukan program kerja pada tahun berikutnya. 

3. Sebagai  bahan evaluasi untuk pertangunggung jawaban 

pelaksanaan tugas kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya. 

  

B. Visi dan Misi 

Untuk   melaksanakan   dan   menjabarkan   tugas   pokok   tersebut 

diperlukan  rencana strategi berupa visi dan misi Pengadilan Agama Nganjuk 

Kelas 1 B    yang    pada    pokoknya    bertujuan untuk menyelenggarakan 

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 
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Visi  Pengadilan 

Agama Nganjuk  adalah 

merupakan penjabaran dari 

Visi Mahkamah Agung 

Republik Indonesia yang 

dirumuskan sebagai berikut: "Terwujudnya Pengadilan Agama Nganjuk yang 

Agung”. 

   

Untuk mewujudkan visi 

tersebut diatas, maka misi 

Pengadilan Agama Nganjuk  Kelas 

1B dapat dirumuskan sebagai 

berikut :  

1. Memberikan  pelayanan  hukum dan keadilan bagi semua lapisan 

masyarakat (justice for all); 

2. Memberikan  akses publik  seluas-luasnya  tentang informasi  demi 

terwujudnya transparansi pengadilan; 

3. Mewujudkan proses pemeriksaan perkara yang sederhana, cepat dan 

dengan biaya ringan; 

4. Mewujudkan putusan/penetapan  yang memenuhi rasa keadilan, 

kepastian hukum dan dapat dilaksanakan; 

5. Berupaya menciptakan  aparatur Pengadilan  Agama Nganjuk  yang 

jujur, bersih, dan berwibawa. 
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 C.   Rencana Strategis (Renstra) 

Perencanaan  strategis  merupakan  proses  yang  berorientasi  pada 

hasil kinerja yang 

ingin dicapai  selama 

kurun waktu 1 

sampai 5 tahun secara 

sistematis dan 

berkesinambungan. 

Rencana strategis 

merupakan langkah  strategis yang harus dilakukan dan  nantinya  menjadi 

dasar  pengukuran dan  evaluasi  pencapaian kinerja serta menjadi acuan 

untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan kinerja.  

Sebagai dasar penyusunan Rencana Strategis (Renstra) pada 

Pengadilan  Agama  Nganjuk  Tahun  2019,  ditempuh  langkah-langkah 

sebagai berikut : 

1. Memobilisasi serta meningkatkan seluruh potensi dan kemampuan 

aparat pengadilan guna mencapai tujuan. 

2. Menciptakan  kualitas   pelayanan   publik   (public   service)   agar 

tercapai sesuai dengan target. 

Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan 

melalui dua strategi yaitu : 

1. Strategi Stabilitas 
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Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukkan dan mempertegas arah  

kegiatan Pengadilan  Agama  Nganjuk serta menghindar dari segala  

yang  menjadi  penghambat  dimasa  lalu,  serta meningkatkan segala 

daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efisiensi agar terwujud 

kondisi Pengadilan Agama Nganjuk yang mandiri dan profesional. 

2. Strategi Efisiensi. 

Strategi ini berorientasi pada skala prioritas dengan memilah kebutuhan 

yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta 

pengurangan skala operasional Pengadilan Agama Nganjuk yang tidak 

mungkin lagi dipertahankan keberadaaannya. 

Dari  rencana strategi  diatas,  kunci  keberhasilan  yang  dirumuskan 

melalui rencana  strategi  Pengadilan  Agama  Nganjuk  kedepan dapat 

dirumuskan ke dalam tiga aspek yaitu: 

 1.    Sumber Daya Manusia mencakup : 

a. Penambahan  tenaga  teknis  dan  tenaga  administrasi   yang 

proporsional dan profesional. 

b. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. 

c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai. 

d. Penggunaan   Teknologi  lnformasi   dalam   administrasi  dan 

pelaporan. 
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 2.   Sarana mencakup : 

a. Pengusulan   pembangunan  rumah  dinas  dan   pengadaan 

kendaraan roda empat dan roda dua. 

b. Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. 

c. Pengadaan sarana rak arsip perkara. 

d. Pengembangan perpustakaan yang representatif. 

e. Peningkatan jumlah Anggaran DIPA sesuai dengan rencana 

kebutuhan. 

3.   Ketatalaksanaan mencakup : 

a. Melaksanakan penataan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku secara optimal. 

b. Melaksanakan  program  yang  telah  disusun  dengan  tetap 

berdasarkan kepada ketentuan Undang-Undang, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah 

Agung, Juklak dan Juknis yang ada. 

Dalam mewujudkan hal tersebut telah melaksanakan berbagai 

program dan kegiatan berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) 

Pengadilan Agama Nganjuk Tahun 2015-2019. 

Untuk itu dalam rencana strategis (RENSTRA) Pengadilan Agama 

Nganjuk tahun 2017-2021 diperlukan analisis dan kondisi keadaan tingkat 

perkara tahun 2011-2015. 

Data analisis tersebut dapat dilihat pada tabel atau data perkara 

Pengadilan Agama Nganjuk sebagai berikut : 
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2015 2016 2017 2018 2019

Perkara Sisa Tahun Lalu 521 438 482 327 517

Perkara Masuk 2522 2443 2394 2716 2725

Jumlah Perkara 3043 2881 2876 3034 3242

Perkara Di Putus 2605 2319 2549 2526 3076

521 438 482 327 517

2522 2443 2394

2716 2725

3043
2881 2876

3034
3242

2605

2319
2549 2526

3076

Peningkatan Penyelesaian Perkara

Dalam 5 Tahun 

Perkara Sisa Tahun Lalu Perkara Masuk Jumlah Perkara Perkara Di Putus

No Tahun 

Sisa 

Perkara 

yang lalu 

Perkara 

Masuk 

Jumlah 

Perkara 

Perkara 

Di Putus 

Sisa 

Perkara 

sekarang 

1. 2015 521 2522 3043 2605 438 

2. 2016 438 2443 2881 2319 482 

3. 2017 482 2394 2876 2549 327 

4. 2018 327 2716 3034 2526 517 

5. 2019 517 2725 3242 3076 166 

Tabel 1. 2 Tabel Analisa Perkara Pengadilan Agama Nganjuk 

Dari data diatas menunjukkan bahwa profesionalisme aparatur 

Peradilan Agama semakin meningkat yang dapat dilihat dengan 

meningkatnya penyelesaian perkara atau putusan perkaranya tiap tahun. Hal 

ini ditunjukkan dalam grafik perkara selama 5 tahun, sebagai berikut : 

 

 

Grafik 1. 1 Grafik Analisa Perkara Pengadilan Agama Nganjuk 
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 Potensi Dan Permasalahannya 

Capaian reformasi birokrasi Pengadilan Agama Nganjuk dalam 

kurun waktu tahun 2015 - 2019 telah menunjukkan hasil yang 

menggembirakan. Keberhasilan tersebut antara lain : Pertama, tahun 

2019 Pengadilan Agama Nganjuk dalam hal Kelengkapan data Simpeg 

Online lengkap 100%, hal tersebut membuktikan peningkatan 

pelaksanaan adminisrasi Kepegawaian. 

Kedua, pada Tahun 2019 Pengadilan Agama Nganjuk telah 

memaksimalkan one day publish dengan capaian 100% dan one day 

minute dengan capaian 100% dari tabel penyelesaian perkara sebanyak 

3076 perkara. Ketiga, pada Tahun 2019 Upload file utusan di SIPP 

Pengadilan Agama Nganjuk sebesar 3076 putusan, dari jumlag tersebut 

dapat terpenuhi dan dipublikasikan dalam waktu 1 hari (one day publish),  

hal ini menunjukkan adanya peningkatan publikasi putusan dan 

transparansi peradilan. Dari keberhasilan tersebut dapat di identifikasikan 

dapat menjadi modal dalam melanjutkan Pembaruan Peradilan, 

khususnya lima tahun kedepan. 

Berikut ini akan diuraikan analisa SWOT berupa Kekuatan 

(Strength), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunity) dan 

Tantangan (Threat) dari Pengadilan Agama Nganjuk. 

1) Kekuatan (Strength) 

Kekuatan Pengadilan Agama Nganjuk mencakup beberapa 

hal yang memang diatur dalam peraturan/ Perundang-undangan 
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sampai dengan hal-hal yang dikembangkan, yang mencakup dalam 

beberapa aspek : 

a) Aspek Proses Peradilan  

Adanya Undang-undang yang mengatur kewenangan 

Pengadilan Agama Nganjuk selaku Pengadilan Tingkat Pertama.  

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  

Pegawai di lingkungan Pengadilan Agama Nganjuk 

memiliki motivasi yang tinggi dan kreatif dalam melaksanakan 

tugas-tugasnya  

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan  

Adanya Sistem Pengawasan yang melibatkan Hakim 

Pengawas Bidang dalam pengawasan reguler dan insidentil.  

d) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan  

Adanya Pola Bindalmin beserta aplikasi SIADPA dan 

SIPP yang mempermudah proses administrasi perkara. 

2) Kelemahan (Weakness) 

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan  Agama 

Nganjuk dirinci dalam beberapa aspek : 

a) Aspek Proses Peradilan  

Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat 

mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah 

hukum Pengadilan Agama Nganjuk.  

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  
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Pengadilan Agama Nganjuk belum mempunyai 

kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan 

Pengadilan. Jumlah pegawai yang jauh dari ideal sehingga 

banyak rangkap jabatan yang menyebabkan kinerja pegawai 

kurang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat.  

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan  

Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang 

berbasis teknologi informasi.  

d) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan  

Jumlah pegawai teknis yang menguasai SIADPA dan 

SIPP masih sedikit sehingga proses administrasi perkara kurang 

berjalan optimal.  

e) Aspek Sarana dan Prasarana  

 Pegadilan Agama Nganjuk membutuhkan belanja modal 

guna pembangunan ruangan arsip, ruangan perpustakaan 

kantor, dan banyak lagi ruang yang dibutuhkan.  

 Pengadilan Agama Nganjuk juga membutuhkan alat 

transportasi berupa mobil dinas karena mobil dinas yang 

dimiliki cuma 2 unit yang dipake oleh Ketua dan Panitera, 

sedangkan untuk operasional lainnya tidak ada. 

 Personal Komputer dan Mebelair Pengadilan Agama 

Nganjuk jumlahnya sangat sedikit tidak sesuai dengan 

jumlah kebutuhan yang ada sehingga dapat menghambat 
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pelayanan publik yang prima. 

3) Peluang (Opportunity) 

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan 

Agama Nganjuk untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa 

aspek : 

a) Aspek Proses Peradilan  

Adanya aplikasi yang mempermudah proses berperkara 

dan administrasi umum serta website Pengadilan Agama 

Nganjuk yang mempermudah masyarakat dalam mengakses 

informasi dan proses berperkara.  

b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  

Adanya Sosialisasi, Bimbingan Teknis, Pelatihan yang 

dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya maupun 

Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya 

Manusia. Adanya tunjangan kinerja sebagai motivasi pegawai 

dalam peningkatan kinerja.  

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan  

Adanya kegiatan 

pengawasan yang 

dilaksanakan oleh 

Badan Pengawasan, 

Hakim Pengawas 

Daerah maupun Hakim Pengawas Bidang yang dilaksanakan 
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secara reguler maupun insidentil yang sudah ada dalam Aplikasi 

SIWAS (Sistem Pengawasan) ke Pengadilan Agama Nganjuk.  

d) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan  

Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan 

agama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. 

e) Aspek Sarana dan Prasarana  

Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di 

Pengadilan Agama Nganjuk berupa sambungan internet dan 

website Pengadilan Agama Nganjuk. 

 

4) Tantangan (Threat) 

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Agama 

Nganjuk yang akan 

dihadapi dan harus 

dipikirkan cara terbaik 

untuk tetap dapat 

melakukan perbaikan 

sebagaimana yang 

diharapkan. 

a) Aspek Proses Peradilan  

Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan 

pengguna jasa pengadilan ditengah tuntutan pelayanan prima 

kepada masyarakat pencari keadilan.  
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b) Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan  

Personil Pengadilan Agama Nganjuk belum seluruhnya 

memahami visi dan misi Pengadilan Agama Nganjuk.  

c) Aspek Pengawasan dan Pembinaan  

Belum adanya sistem reward dan punishment untuk 

mengontrol kinerja aparat peradilan.  

d) Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan  

Jumlah pegawai teknis yang menguasai SIADPA masih 

sedikit sehingga proses administrasi perkara kurang berjalan 

optimal.  

e) Aspek Sarana dan Prasarana  

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana 

dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan.  

 

 Tujuan Strategis 

Berdasarkan visi dan 

missi yang ditetapkan tersebut di 

atas maka Pengadilan Agama 

Nganjuk menetapkan tujuan 

organisasi yang akan dicapai 

hingga tahun 2019 adalah 

sebagai berikut : 

1) Meningkatnya pelayanan hukum yang berkeadilan kepada 
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masyarakat pencari keadilan. 

2) Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Nganjuk yang profesional, 

efektif, efisien, dan akuntabel. 

3) Meningkatnya sarana dan prasarana Pengadilan Agama Nganjuk. 

4) Meningkatnya pengawasan intern dalam rangka peningkatan 

pelayanan hukum kepada masyarakat pencari keadilan. 

 Sasaran Strategis 

Berdasarkan Tujuan tersebut di atas, Pengadilan Agama Nganjuk 

menetapkan sasaran strategis sebagai berikut : 

1) Terwujudnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, 

transparan dan akuntabel. 

2) Terselesaikannya Administrasi perkara yang efektif, efisien, dan 

akuntabel. 

3) Terwujudnya penyelesaian perkara melalui mediasi. 

4) Terwujudnya ketepatan waktu peran kesekretariatan dalam melayani 

kebutuhan seluruh hakim dan pegawai. 

5) Terwujudnya realisasi, penyerapan dan pengelolaan keuangan DIPA 

secara tepat waktu. 

6) Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan internal yang efektif dan 

efisien. 

7) Terwujudnya pelaksanaan Pengawasan eksternal yang efektif dan 

efisien ditunjang meja pengaduan dan aplikasi SIWAS (Sistem 

Pengawasan). 
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A. Keadaan Perkara  

2.1.1. Penerimaan Perkara Pada Pengadilan Agama Nganjuk 

 

 

 

 

 

 

 

sebagaimana diamanatkan dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 

Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang 

Peradilan Agama. 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, dan dengan 

memperhatikan kekuatan sumber daya manusia yang ada, Pengadilan Agama 

Nganjuk membentuk susunan Majelis Hakim untuk melaksanakan 

persidangan perkara yang terdapat pada Pengadilan Agama Nganjuk 

 Sebagai salah satu pelaksana 

kekuasaan kehakiman, Pengadilan 

Agama  Nganjuk mempunyai tugas 

pokok dan fungsi “memeriksa, 

memutus dan menyelesaikan perkara 

di tingkat pertama antara orang-

orang yang beragama Islam di 

bidang perkawinan, waris, wasiat, 

hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah 

dan ekonomi syari’ah”  
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berdasarkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Nganjuk 

Nomor : W13-A22/0283/HK.00.8/1/2019 tanggal 07 Januari 2019 dan yang 

terakhir Surat Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : 

W13-A22/2457/HK.00.8/7/2019 tanggal 19 Juli 2019 sebagai berikut : 

 Majelis A, terdiri dari : 

Ketua Majelis : - 

Hakim Anggota  : - 

Hakim Anggota : - 

Panitera Pengganti : - 

 Majelis B, terdiri dari : 

Ketua Majelis : Drs. H. Mohammad Ali Ridho, M.HES. 

Hakim Anggota : Drs. H. Muh. Iskandar Eko Putro, M.H. 

Hakim Anggota : Drs. H. Musthofa Zahron 

Panitera Pengganti : Zainul Hudaya, S.H. 

 Majelis C1, terdiri dari : 

Ketua Majelis : Drs. H. Muh. Iskandar Eko Putro, M.H. 

Hakim Anggota : Drs. Sohibul Bahri, M.H.ES. 

Hakim Anggota : Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy 

Panitera Pengganti : 1. A. Romadhon, S.Ag., M.H. 

2. Muhammad Nafi', SH, MHI. 
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 Majelis C2, terdiri dari : 

Ketua Majelis : Drs. Sohibul Bahri, M.H.ES. 

Hakim Anggota : Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy 

Hakim Anggota : Samsiatul Rosidah, S.Ag. 

Panitera Pengganti : Setyohayuningsih, S.H. 

 Majelis C3, terdiri dari : 

 Ketua Majelis : Drs. H. Musthofa Zahron 

Hakim Anggota : Drs. H. Musthofa Zahron 

Hakim Anggota : Samsiatul Rosidah, S.Ag. 

Panitera Pengganti : Dian Purnaningrum, SH, MH. 

 Majelis C4, terdiri dari : 

Ketua Majelis : Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy 

Hakim Anggota : Drs. H. Musthofa Zahron 

Hakim Anggota : Samsiatul Rosidah, S.Ag. 

Panitera Pengganti : 1. Amir Hamzah, SH. 

2. Dedi Ardabili, S.Ag. 

 

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 49 undang-undang Nomor 3 

tahun 2006, tentang Kewenangan Pengadilan Agama dan guna menunjang 

tercapainya peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Agama 

Nganjuk, maka perlu menetapkan Susunan Hakim Tunggal dengan Surat 
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Keputusan Wakil Ketua Pengadilan Agama Nganjuk Nomor : W13-

A22/4322/HK.00.8/12/2019 tanggal 09 Desember 2019, sebagai berikut : 

 Majelis C5, terdiri dari : 

 Ketua Majelis : Samsiatul Rosidah, S.Ag. 

Panitera Pengganti : 1. Dian Purnaningrum, SH, MH. 

2. Dedi Ardabili, S.Ag. 

 

Dalam melaksanakan administrasi perkara Pengadilan Agama 

Nganjuk pada tahun 2018 masih menyisakan perkara  yang  belum  

diselesaikan  sebanyak 517 perkara  terdiri  dari 507 perkara gugatan 

(contentious) dan 10 perkara permohonan (voluntair), sedangkan untuk 

perkara yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 2725 perkara, terdiri dari 

2448 perkara gugatan (contentious) jika diprosentasekan sebesar 89,83 % dan 

277 perkara permohonan (voluntair) jika diprosentasekan sebesar 10,17 %, 

sehingga jumlah perkara yang ditangani tahun 2019 sebanyak 3240 perkara.  

No. Nama 

Sisa 

Perkara 

2018 

Perkara 

Diterima 

Perkara 

Diputus 

Sisa 

Perkara 

2019 

 DICABUT   192  

1 Izin poligami 2 12 10 1 

2 Pencegahan Perkawinan - - - - 

3 Penolakan Perkawinan 

Oleh PPN 

- - - - 

4 Pembatalan Perkawinan 2 2 - - 

5 Kelalaian Atas Kewajiban - - - - 
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Suami/Istri 

6 Cerai Talak 125 604 621 42 

7 Cerai Gugat 364 1792 1931 106 

8 Harta Bersama 3 10 6 3 

9 Penguasaan Anak 1 7 5 1 

10 Nafkah Anak Oleh Ibu 

karena Ayah tidak mampu 

- - - - 

11 Hahak-hak bekas 

Istri/Kewajiban bekas 

Suami 

- - - - 

12 Pengesahan Anak - 5 3 - 

13 Pencabutan Kekuasaan 

Orang Tua 

- - - - 

14 Perwalian 2 22 22 - 

15 Pencabutan Kekuasaan 

Wali 

- - - - 

16 Penunjukan Orang Lain 

sebagai Wali oleh 

Pengadilan 

- - - - 

17 Ganti Rugi terhadap Wali - - - - 

18 Asal-usul Anak 1 17 11 - 

19 Penolakan Kawin 

Campuran 

- - - - 

20 Istbat Nikah - 18 14 - 

21 Ijin Kawin - - - - 

22 Dispensasi Kawin 1 168 161 - 

23 
 

Wali Adhol 
3 22 21 3 

24 Ekonomi Syariah - - - - 

25 Gugat Waris 10 16 3 7 
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26 Wasiat - 1 - 1 

27 Hibah - 1 - - 

28 Wakaf - - - - 

29 Zakat/Infaq/Shodaqoh - - - - 

30 Penetapan Ahli Waris 3 20 18 2 

31 Denden Verzet - - - - 

32 Lain-Lain - 8 6 - 

 DITOLAK   10  

 TIDAK DITERIMA   14  

 GUGUR   17  

 DICORET   11  

J u m l a h 
517 

Perkara 

2725 

Perkara 

3076 

Perkara 

166 

Perkara 

 

Tabel 1: Jumlah sisa perkara tahun 2018 perkara diterima tahun 2019 

perkara diputus tahun 2019 dan sisa perkara 2019. 

  

Sebagai bentuk perbandingan penerimaan perkara dari tahun ke tahun 

pada Pengadilan Agama Nganjuk, berikut data statistik perkara diterima 

selama kurun waktu 3 tahun dari tahun 2017 - 2019. 

1. Pola Penerimaan Perkara per bulan dari Tahun 2017 - 2019 yang terdapat 

di Pengadilan Agama Nganjuk : 

No Bulan 2017 2018 2019 

1 Januari 314 426 306 

2 Pebruari 197 189 192 

3 Maret 222 196 222 

4 April 185 209 202 
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5 Mei 207 179 177 

6 Juni 71 101 188 

7 Juli 282 347 284 

8 Agustus 231 240 232 

9 September 195 219 238 

10 Oktober 245 247 275 

11 Nopember 219 224 292 

12 Desember 26 139 117 

Jumlah 

2394 

Perkara 

2716 

Perkara 

2725 

Perkara 

 

Tabel 2 : Penerimaan Perkara Tahun 2017-2019 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERKARA DITERIMA 

TAHUN 2017-2019 

Masuk 2017 : 2394 Perkara 

Masuk 2018 : 2716 Perkara 

Masuk 2019 : 2725 Perkara 

Keterangan : 

Tahun 
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Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

1000 

2000 

3000 

4000 
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Grafik 1 : Grafik Perkara Masuk/Diterima Tahun 2017-2019 

 

2. Perkara diterima menurut jenis perkaranya selama kurun waktu tahun 

2017-2019, sebagai berikut :  

No. Jenis Perkara 2017 2018 2019 

1 Ijin Poligami 11 5 12 

2 Pencegahan Perkawinan - - - 

3 Penolakan Perkawinan - - - 

4 Pembatalan Perkawinan 3 3 2 

5 Kelalaian Kewajiban Suami/ 

Istri 

- - - 

6 Cerai Talak 589 670 604 

7 Cerai Gugat 1621 1836 1792 

8 Harta Bersama 8 6 10 

9 Penguasaan Anak 2 11 7 

10 Nafkah oleh Ibu - - - 

11 Hak-hak bekas isteri - - - 

12 Pengangkatan Anak 6 3 5 

13 Pencabutan Kekuasaan 

Orangtua 

- - - 

14 Perwalian 7 19 22 

15 Pencabutan Kekuasaan Wali - - - 



 

 30

16 Penunjukan Orang Lain 

sebagai wali 

- - - 

17 Ganti Rugi Tehadap Wali - - - 

18 Asal Usul Anak - 1 17 

19 Penolakan Kawin Campur - - - 

20 Istbat Nikah 7 17 18 

21 Izin Kawin - - - 

22 Dispensasi Kawin 84 70 168 

23 Wali Adhol 19 19 22 

24 Ekonomi Syariah - - - 

25 Kewarisan 13 17 16 

26 Wasiat - - 1 

27 Hibah - - 1 

28 Wakaf - - - 

29 Zakaf/Infaq/Sadaqah - - - 

30 P3HP/Penetapan Ahli Waris 13 22 20 

31 Lain-lain 13 17 - 

Jumlah 

2394 

Perkara 

2716 

Perkara 

2725 

Perkara 

 

Tabel 3 : Penerimaan Perkara menurut jenis perkara  

Tahun 2017-2019 
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2.1.2.  Penerimaan Perkara yang diajukan Upaya Banding 

Keadaan perkara yang dimohonkan banding pada Pengadilan Agama 

Nganjuk dalam kurun waktu 3 tahun terakhir ini sebanyak 48 perkara. 

Sedangkan selama tahun 2019 perkara yang diupayakan banding yang 

diterima Pengadilan Agama Nganjuk mengalami kenaikan dibandingkan 

tahun 2018 sebanyak 10 perkara dan tahun 2019 sebanyak 24 perkara. Selama 

kurun waktu satu tahun, perkara yang telah diupayakan banding telah diputus 

oleh Pengadilan Tinggi Agama sebanyak 21 perkara dan sampai akhir tahun 

ini tersisa 5 perkara atau 20,83 % , berikut adalah tabel perkara yang 

dimohonkan banding : 

 

No Tahun 

PERKARA BANDING 

Sisa  

(%) Diterima PA 

Diputus 

PTA 

Lain-lain 

(cabut) 

Sisa belum 

Diputus 

PTA 

1 2017 14 12 0 2 14,29% 

2 2018 10 7 0 3 30,00% 

3 2019 24 18 1 5 20,83% 

 

Tabel 4 : Pekara yang diajukan Upaya Banding 

Tahun 2017-2019 
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Grafik 2 : Pekara yang diajukan Upaya Banding 

Tahun 2017-2019 

 

2.1.3 Penerimaan Perkara yang diajukan Upaya Kasasi 

Penerimaan Perkara yang dimohonkan kasasi pada Pengadilan Agama 

Nganjuk pada tahun 2019 tidak seperti sebelumnya di tahun 2018 sebanyak 8 

perkara menjadi 6 perkara dari jumlah perkara kasasi tersebut belum diputus 

oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Tidak memenuhi syarat 

formil sebanyak 1 perkara sehingga dapat diprosentasekan sisa yang belum 

diputus 83,33%, berikut adalah tabel keadaan perkara yang dimohonkan 

kasasi dalam kurun waktu 3 tahun yakni dari tahun 2017-2019 : 
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No Tahun 

PERKARA KASASI 

Sisa  

(%) 

Diterima 

PA 

Diputus 

MA 

Lain-lain 

(cabut/TMS) 

Sisa belum 

Diputus 

MA 

1 2017 5 3 0 2 40,00% 

2 2018 8 1 2 5 62,50% 

3 2019 6 0 1 5 83,33% 

 

Tabel 5 : Pekara yang diajukan Upaya Kasasi 

Tahun 2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 3 : Pekara yang diajukan Upaya Kasasi 

Tahun 2017-2019 

2.1.4 Penerimaan Perkara yang diajukan Upaya Peninjauan Kembali 

Untuk penerimaan perkara yang diajukan upaya peninjauan kembali 

pada Pengadilan Agama Nganjuk selama tahun 2019 sebanyak 1 perkara, jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya jumlah perkara yang diajukan upaya 

peninjauan kembali tidak ada perubahan, dari jumlah perkara peninjauan 

2 
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kembali tersebut belum diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, 

jika diprosentasekan sisa tesebut sejumlah 100%, berikut adalah tabel perkara 

yang mohon peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia : 

 

No Tahun 

PERKARA PENINJAUAN KEMBALI 

Sisa  

(%) Diterima PA 

Diputus 

MA 

Lain-lain 

(cabut) 

Sisa belum 

Diputus 

MA 

1 2017 0 0 0 0 0,00% 

2 2018 1 0 0 1 100,00% 

3 2019 1 0 0 1 100,00% 

 

 

Tabel 5 : Pekara yang diajukan Upaya Peninjauan Kembali 

Tahun 2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4 : Pekara yang diajukan Upaya Peninjauan Kembali 

Tahun 2017-2019 
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B. PENYELESAIAN PERKARA 

2.2.1 Jumlah Sisa Perkara Yang Diputus 

Dalam jangka waktu satu tahun Pengadilan Agama Nganjuk dapat 

menyelesaikan perkara yang diputus pada tahun 2019 sebanyak 3076 perkara 

dari perkara diterima sebanyak 2725 perkara dan sisa perkara di tahun 2018 

sebanyak 517 perkara sehingga total perkara yang diterima dan ditangani 

Pengadilan Agama Nganjuk sebanyak 3242 perkara, jika diprosentasekan 

penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Nganjuk sebanyak (94,88%). 

Penyelesaian perkara di tahun 2019 tersebut dapat dirinci sebagai berikut : 

perkara gugatan (contentious) diputus sebanyak 2794 perkara dengan 

prosentase (86,18%) dan perkara permohonan (voluntair) diputus sebanyak 

282 perkara dengan prsoentase (8,70%), dengan demikian sisa tundaan  

perkara  sebanyak  166 perkara dengan prosentase (5,12%). Jika dibandingkan 

dengan tahun 2018 penyelesaian perkara di tahun 2019 mengalami 

peningkatan, yang sebelumnya di tahun 2018 dapat menyelesaikan 2526 

perkara jika diprosentasekan sebanyak (83%) dan di tahun 2019 dapat 

menyelesaikan 3076 Perkara jika diprosentasekan sebanyak (94,88%).   

Berikut data statistik perkara diputus perbulan selama kurun waktu 3 tahun 

dari tahun 2017 - 2019 : 

No Bulan 2017 2018 2019 

1 Januari 234 155 264 

2 Pebruari 232 227 247 

3 Maret 254 232 211 
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4 April 197 195 192 

5 Mei 238 217 237 

6 Juni 160 169 156 

7 Juli 166 202 268 

8 Agustus 239 303 341 

9 September 180 195 288 

10 Oktober 219 218 287 

11 Nopember 229 249 305 

12 Desember 201 164 280 

Jumlah 
2549 

Perkara 

2526 

Perkara 

3076 

Perkara 

 

Tabel 6 : Penyelesaian Perkara diputus  

Tahun 2017-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 5 : Penyelesaian Perkara diputus Tahun 2017-2019 
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Berikut statistik data perkara putus, berdasarkan Jenis Perkara dalam 

kurun waktu 3 tahun di tahun 2017-2019 di Pengadilan Agama Nganjuk :  

No. Jenis Perkara 2017 2018 2019 

 DICABUT 134 170 192 

1 Ijin Poligami 10 2 10 

2 Pencegahan Perkawinan - - - 

3 Penolakan Perkawinan - - - 

4 Pembatalan Perkawinan 1 - - 

5 Kelalaian Kewajiban Suami/ 

Istri 

- - - 

6 Cerai Talak 591 550 621 

7 Cerai Gugat 1614 1588 1931 

8 Harta Bersama 5 - 6 

9 Penguasaan Anak 1 5 5 

10 Nafkah oleh Ibu - - - 

11 Hak-hak bekas isteri - - - 

12 Pengangkatan Anak 4 5 3 

13 Pencabutan Kekuasaan 

Orangtua 

- - - 

14 Perwalian 7 15 22 

15 Pencabutan Kekuasaan Wali - - - 

16 Penunjukan Orang Lain 

sebagai wali 

- - - 

17 Ganti Rugi Tehadap Wali - - - 
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18 Asal Usul Anak - - 11 

19 Penolakan Kawin Campur - - - 

20 Istbat Nikah 3 14 14 

21 Izin Kawin - - - 

22 Dispensasi Kawin 88 68 161 

23 Wali Adhol 15 15 21 

24 Ekonomi Syariah - - - 

25 Kewarisan 1 4 3 

26 Wasiat - - - 

27 Hibah - - - 

28 Wakaf - - - 

29 Zakaf/Infaq/Sadaqah - - - 

30 P3HP/Penetapan Ahli Waris 7 14 18 

31 Lain-lain 12 15 6 

 DITOLAK 6 8 10 

 TIDAK DITERIMA 14 22 14 

 GUGUR 16 18 17 

 DICORET 20 13 11 

Jumlah 

2549 

Perkara 

2526 

Perkara 

3076 

Perkara 

 

Tabel 7 : Penyelesaian Perkara diputus berdasarkan Jenis Perkara 

Tahun 2017-2019 

Disamping penyelesaian perkara ditingkat pertama, untuk penyelesaian 

perkara dalam bentuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. 
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Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2019 masih menyisakan perkara 

tersebut sebagai berikut :  

  Penyelesaian Perkara Banding 

 Selama tahun 2019 dari perkara banding yang diterima Pengadilan 

Agama Nganjuk sebanyak 24 perkara dan sudah diputus oleh Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya sebanyak 19 perkara dan menyisakan sebanyak 

5 perkara yang dimohonkan banding, jika diprosentasekan sebanyak  

20,83%, berikut tabel rincian sisa perkara banding tersebut : 

No. No. Perkara 
Jenis 

Perkara 
Ketua Majelis 

Keterangan 

Belum/Dicabut 

1 2 3 4 5 

1 0663/Pdt.G/2019/PA.Ngj Pembatalan nikah Drs. Shohibul Bahri, M.HES Belum 

2 1102/Pdt.G/2019/PA.Ngj Cerai Gugat Drs. H. Musthofa Zahron Belum 

3 0669/Pdt.G/2019/PA.Ngj Cerai Talak Drs. H. Musthofa Zahron Belum 

4 0724/Pdt.G/2019/PA.Ngj Cerai Talak Drs. H. Mohammad Ali Ridho, 
M.H.ES. 

Belum 

5 1862/Pdt.G/2019/PA.Ngj Cerai Gugat Drs. Shohibul Bahri, M.HES 
Belum 

 

Tabel 8 : Sisa perkara Upaya Banding Tahun 2019 

 

 Penyelesaian Perkara Kasasi 

  Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2019 telah 

menerima perkara yang diajukan Kasasi di Mahkamah Agung RI 

sebanyak 6 perkara, dari perkara yang diajukan Kasasi tersebut 1 

perkara tidak memenuhi syarat formil dan 5 perkara belum diputus 

oleh Mahkamah Agung RI, jika diprosentasekan sisa tersebut sebanyak 

83,33%, berikut tabel rincian sisa dari perkara Kasasi tersebut :   
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No. No. Perkara 
Jenis 

Perkara 

Ketua Majelis 
Keterangan 

Belum/Dicabut 

1 2 3 4 5 

1 0453/Pdt.G/2018/PA.Ngj Pembatalan Nikah Drs. Shohibul Bahri, 
M.HES 

Belum 

2 2040/Pdt.G/2018/PA.Ngj Cerai Gugat Drs. H. Muh. Iskandar Eko 
Putro, M.H 

Belum 

3 1508/Pdt.G/2018/PA.Ngj Pembatalan Nikah Drs. Shohibul Bahri, 
M.HES 

Belum 

4 2024/Pdt.G/2018/PA.Ngj Harta Bersama Drs. H. Musthofa Zahron Belum 

5 0331/Pdt.G/2018/PA.Ngj Cerai Gugat Drs. H. Muh. Iskandar Eko 
Putro, M.H. 

Belum 

 

Tabel 9 : Sisa perkara Upaya Kasasi Tahun 2019 

 

 Penyelesaian Perkara Peninjauan Kembali 

Untuk Perkara yang diajukan upaya Peninjauan Kembali di 

tahun 2019 Pengadilan Agama Nganjuk telah menerima perkara 

sebanyak 1 perkara di Mahkamah Agung RI, dan pada tahun 2018 

masih menyisakan 1 perkara dan berhasil diputus oleh Mahkamah 

Agung RI sebanyak 1 perkara di tahun 2019 dan sisa yang belum 

diputus oleh Mahkamah Agung RI sampai dengan akhir tahun 2019 

sebanyak 1 perkara, jika diprosentasekan sisa tersebut sebanyak 

100%, berikut tabel rincian sisa dari perkara Peninjauan Kembali 

tersebut : 

No. No. Perkara Jenis 

Perkara 

Ketua Majelis Keterangan 

(Putus/Belum/ 

1 2 3 4 5 
1. 1364/Pdt.G/2017/PA.Ngj Waris Moh. Thoha, S.Ag Belum 

 

Tabel 10 : Sisa perkara Upaya Peninjaunan Kembali Tahun 2019 
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2.2.2 Jumlah Yang Diputus Tepat Waktu 

Pengadilan Agama Nganjuk selama tahun 2019 ini berhasil 

menyelesaikan perkara sebanyak 3076 Perkara dari penyelesaian tersebut 

Pengadilan Agama Nganjuk berhasil memutus perkara tepat waktu kurang 

dari 3 bulan sebanyak 2510 Perkara dan diputus 3-5 bulan sebanyak 397 

Perkara serta perkara yang tidak diputus tepat waktu lebih dari 5 bulan 

sebanyak 169 Perkara. Berikut tabel rincian data per bulan perkara yang 

diputus tepat waktu pada Pengadilan Agama Nganjuk : 

No Bulan 

Jumlah perkara yang diselesaikan 

 tepat waktu 

Diputus s/d 

3 bulan 

Diputus 3 - 5 

bulan 

Diputus 

lebih 5 bulan 

1 Januari 187 58 19 

2 Pebruari 207 30 10 

3 Maret 183 15 13 

4 April 160 17 15 

5 Mei 193 28 16 

6 Juni 117 33 6 

7 Juli 192 61 15 

8 Agustus 280 47 14 

9 September 213 50 25 
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10 Oktober 265 12 10 

11 Nopember 270 23 12 

12 Desember 243 23 14 

Jumlah 

2510 

Perkara 

397 

Perkara 

169 

Perkara 

 

Tabel 11: Rincian perkara diputus tepat waktu 

 

2.2.3 Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali 

 Disamping perkara yang mengajukan Upaya hukum seperti 

Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Perkara yang tidak mengajukan 

Upaya hukum di Pengadilan Agama Nganjuk bisa digambarkan 

berdasarkan tabel-tabel dibawah ini : 

1. Tabel Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

banding : 

No Bulan Perkara Putus 
Jumlah perkara yang 

tidak mengajukan upaya 

hukum banding 

1 Januari 264 263 

2 Pebruari 247 245 

3 Maret 211 209 

4 April 192 189 

5 Mei 237 234 
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6 Juni 156 155 

7 Juli 268 268 

8 Agustus 341 340 

9 September 288 282 

10 Oktober 287 286 

11 Nopember 305 302 

12 Desember 280 279 

Jumlah 

3076 

Perkara 

3052 

Perkara 

 

Tabel 11: Rincian perkara Perkara yang tidak mengajukan  

upaya hukum banding 

 

Dengan melihat tabel diatas bisa disimpulkan bahwa perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Agama Nganjuk 

sebanyak 3052 perkara. 

2. Tabel Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Kasasi: 

No Bulan Perkara Putus 
Jumlah perkara yang tidak 

mengajukan upaya hukum 

kasasi 

1 Januari 264 264 

2 Pebruari 247 247 

3 Maret 211 211 

4 April 192 192 
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5 Mei 237 236 

6 Juni 156 156 

7 Juli 268 268 

8 Agustus 341 338 

9 September 288 286 

10 Oktober 287 287 

11 Nopember 305 305 

12 Desember 280 280 

Jumlah 

3076 

Perkara 

3070 

Perkara 

 

Tabel 12: Rincian perkara Perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum Kasasi 

 

Dengan melihat tabel diatas bisa disimpulkan bahwa perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum kasasi di Pengadilan Agama Nganjuk 

sebanyak 3070 perkara. 

3. Tabel Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 

Peninjauan kembali : 

No Bulan Perkara Putus 
Jumlah perkara yang tidak 

mengajukan upaya 

Peninjauan Kembali 

1 Januari 264 264 

2 Pebruari 247 247 

3 Maret 211 211 
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4 April 192 192 

5 Mei 237 237 

6 Juni 156 155 

7 Juli 268 268 

8 Agustus 341 341 

9 September 288 288 

10 Oktober 287 287 

11 Nopember 305 305 

12 Desember 280 280 

Jumlah 

3076 

Perkara 

3075 

Perkara 

 

Tabel 13: Rincian perkara Perkara yang tidak mengajukan 

upaya hukum Peninjauan Kembali 

Dengan melihat tabel diatas bisa disimpulkan bahwa perkara yang 

tidak mengajukan upaya hukum kasasi di Pengadilan Agama Nganjuk 

sebanyak 3075 perkara. 

 

2.2.4 Jumlah Perkara Perdata yang berhsail di Mediasi  

Selama tahun 2019, Pengadilan Agama Nganjuk telah menerima 

perkara sebanyak 2725 perkara. Dari jumlah perkara yang di terima 

Pengadilan Agama Nganjuk yang tidak dapat dilakukan Mediasi sebayak 

2108 perkara dan dari jumlah perkara yang dapat dilakukan mediasi 
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hanya 340 perkara dengan prosentase (16,13 %) yang terdiri dari perkara 

yang berhasil sebanyak 8 Perkara (2,35 %) dan yang tidak berhasil 

sebanyak 332 Perkara (97,65 %). 

 

C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) 

Dimulai dari Tahun 2017, Pengadilan Agama Nganjuk mencoba 

melakukan perubahan pola pikir aparatur dalam Standar Pelayanan Publik 

dan kinerja aparatur Pengadilan Agama Nganjuk. Perubahan yang dilakukan 

baik didalam maupun luar gedung Pengadilan Agama Nganjuk serta inovasi-

inovasi pelayanan publik yang dijalankan bertolak dari komitmen pimpinan 

dan seluruh aparatur Pengadilan Agama Nganjuk untuk mendukung visi dan 

misi Mahkamah Agung Repubik Indonesia terutama dalam hal mutu 

pelayanan pengadilan.  

Dengan kerja keras dan 

semangat yang tinggi dari 

pimpinan dan jajarannya, 

Pengadilan Agama Nganjuk 

berhasil memperoleh Sertifikat 

Akreditasi Penjaminan Mutu 

(APM) dengan predikat “A” 

(Excellent) dari Pengadilan 

Tinggi Agama Surabaya, 

dengan Nomor : W13-
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A/1900/OT.00/7/2018 dan dari Dirjen Badan Peradilan Agama, dengan 

Nomor : 123/Dja/SERT-APM/06/2018 yang diserahkan pada Tanggal 13 Juli 

2018 di Balikpapan. 

Sertifikat Akreditasi tersebut menjadi sebuah kebanggaan, motivasi 

dan memicu semangat kerja aparatur untuk dapat mempertahankan standar 

pelayanan publik dan meningkatnya lebih lagi dimasa depan baik dalam hal 

layanan publik dan kinerja aparatur yang ada didalamnya. 

Pengadilan Agama Nganjuk juga berkomitmen membina dan 

memotivasi jajarannya untuk memperoleh Sertifikat Akreditasi Penjaminan 

Mutu (APM) sesuai program Dirjen Badan Peradilan Agama. 

 

1. POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) 

Posbakum adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap 

Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum kepada 

masyarakat. Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi 

para pencari keadilan terutama 

bagi mereka yang tidak mampu 

karena melalui program ini 

masyarakat dapat memperoleh 

layanan hukum berupa 

pemberian informasi,  konsultasi, dan advis dari hukum serta pembuatan 

dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses perkara. Dalam tahun 

anggaran 2019 Dirjen Badan Peradilan Agama telah mengalokasikan 
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anggaran untuk kegiatan POSBAKUM di Pengadilan Agama Nganjuk 

sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah). Berikut tabel 

rincian pelayanan dan anggaran POSBAKUM di Pengadilan Agama 

Nganjuk selama tahun 2019 : 

No Bulan Jam Pelayanan Realisasi Anggaran  

1 Januari - - 

2 Pebruari - - 

3 Maret 39 4.969.800 

4 April 20 2.246.200 

5 Mei 21 2.482.200 

6 Juni 18 1.772.600 

7 Juli 23 2.718.600 

8 Agustus 30 2.482.200 

9 September 30 2.482.200 

10 Oktober 30 2.718.600 

11 Nopember 29 2.127.600 

12 Desember - - 

Jumlah 240 Jam 24.000.000 

 

Tabel 14 : Rincian pelayanan dan anggaran POSBAKUM 

 

2. Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu 
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Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar 

gedung pengadilan yang di peruntukan bagi masyarakat yang mengalami 

hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, 

transportasi dan biaya. Sidang keliling sendiri bertujuan untuk memberikan 

pelayanan hukum yang inovatif  dan berkeadilan kepada para pencari 

keadilan. Pengadilan tingkat pertama memiliki kegiatan sidang 

keliling/pelayanan terpadu kegiatan sidang/ penyelesaian perkara diluar 

gedung Pengadilan hal ini bertujuan agar para pencari keadilan dapat 

menyelesaikan perkaranya dengan biaya ringan (murah). Dalam tahun 

anggaran 2019 Dirjen Badan Peradilan Agama telah mengalokasikan 

anggaran untuk kegiatan Sidang keliling kepada Pengadilan Agama 

Nganjuk sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah). 

Berikut adalah tabel alokasi anggaran untuk Sidang Keliling dan 

realisasinya sebagai berikut : 

No Bulan Jumlah Kegiatan 
Realisasi 

Anggaran 

1 Januari - - 

2 Pebruari - - 

3 Maret - - 

4 April - - 

5 Mei 3 8.748.000 

6 Juni - - 

7 Juli - - 
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8 Agustus 3 8.752.000 

9 September - - 

10 Oktober - - 

11 Nopember - - 

12 Desember - - 

Jumlah 6 Kegiatan 17.500.000 

 

Tabel 15 : Rincian pelayanan dan anggaran 

Sidang Keliling 

 

3. Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) 

Prodeo sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik 

Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum 

Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan, adalah proses berperkara di 

pengadilan secara cuma-cuma dengan dibiayai negara melalui anggaran 

Mahkamah Agung 

RI dan berdasarkan 

SEMA Nomor 10 

Tahun 2010 tentang  

Bantuan Hukum, 

dinyatakan bahwa 

Prodeo adalah 

proses berperkara di Pengadilan secara CumaCuma dengan dibiayai oleh 

negara melalui DIPA Pengadilan. Yang berhak mengajukan 
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gugatan/permohonan berperkara secara Cuma-Cuma (Prodeo) adalah 

masyarakat yang tidak mampu secara ekonomis (miskin). Dalam tahun 

anggaran 2019 Dirjen Badan Peradilan Agama telah mengalokasikan 

anggaran untuk Perkara Prodeo di Pengadilan Agama Nganjuk sebesar Rp. 

6.000.000,- (Enam juta rupiah), berikut adalah tabel alokasi anggaran untuk 

Perkara Prodeo dan realisasinya adalah sebagai berikut : 

No Bulan Jumlah Perkara Realisasi Anggaran  

1 Januari - - 

2 Pebruari 2 600.000 

3 Maret 1 597.000 

4 April 1 631.000 

5 Mei - - 

6 Juni 1 936.000 

7 Juli 2 2.000.000 

8 Agustus - - 

9 September 3 1.236.000 

10 Oktober - - 

11 Nopember - - 

12 Desember - - 

Jumlah 10 Perkara 6.000.0000 

 

Tabel 16 : Rincian pelayanan dan anggaran  

Perkara Prodeo 



 

 52

 



 

 52

 

 

 

 

 

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, disebutkan 

bahwa “ Tugas serta tanggung 

jawab, susunan organisasi dan 

tata kerja Kepaniteraan dan 

Sekretariat Pengadilan diatur 

lebih lanjut oleh Mahkamah 

Agung ”. Namun sejak 

berlakunya Undang-undang 

Nomor 3 Tahun 2006, belum 

ada ketentuan dari Mahkamah Agung tentang Tugas serta tanggung jawab, 

susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat Pengadilan yang 

baru sesuai dengan Undang-undang tersebut diatas, sehingga sesuai dengan pasal 

106A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi sebagai berikut : 

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku peraturan Perundang-Undangan 

pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 
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masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan 

Undang-undang ini ”.  

Susunan Organisasi Pengadilan tetap mengacu pada ketentuan peraturan 

yang lama, sehingga susunan struktur organisasi Pengadilan Agama Nganjuk tetap 

mengacu pada PERMA Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2015 tentang 

pemisahan Organisasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan. 

 

A. KOMPOSISI SDM BERDASARKAN KEPANGKATAN/GOLONGAN/ 

PENDIDIKAN 

Kedudukan dan peranan Sumber Daya Manusia pada institusi sangat 

penting dan menentukan, karena Sumber Daya Manusia adalah roda 

penggerak sistem yang telah dikembangkan oleh intistusi tersebut. Untuk itu 

diperlukan Sumber Daya manusia yang bisa bekerja sama, berintegritas 
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tinggi, berwibawa, kuat, cakap, berkualitas, profesional, berdaya guna dan 

sadar akan tanggung jawabnya dalam menggerakkan roda institusi. Oleh 

karena itu sangatlah penting untuk mengelolah Sumber Daya Manusia dengan 

tepat dan cermat serta sesuai dengan bidang tugasnya. 

Permasalahannya sekarang ini rata-rata di setiap Pengadilan Agama 

sangat  terbatas  Sumber  Daya  Manusia  sehingga  banyak terjadi rangkap 

jabatan tetapi pekerjaan yang dibebankan harus bisa diselesaikan dengan 

tepat. Oleh karena itu untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang 

berkualitas khususnya di bidang yudisial telah diambil langkah sebagai 

berikut : 

a. Mengadakan diskusi secara berkala untuk mernecahkan suatu masalah 

yang berkaitan dengan hukum; 

b. Mengikutkan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Pengadilan Tinggi 

Agama Jawa Timur maupun Mahkamah Agung RI; 

c. Mengadakan rapat dinas dalam rangka pembinaan seluruh pegawai; 

d. Mengadakan eksaminasi putusan oleh Ketua Pengadilan; 

e. Melakukan pengawasan oleh para Hakim Pengawas Bidang; 

Sumber  daya  manusia  yang  ada  pada  Pengadilan Agama 

Nganjuk secara umum dapat dibagi menjadi 2 kelompok yaitu : 

a.  Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial 
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The image part with relationship ID rId8 was not found in the file.

The image part with relationship ID rId8 was not found in the file. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia teknis yudisial disini 

adalah aparatur peradilan yang meliputi Pimpinan, Hakim Kepaniteraan dan 

Kejurusitaan, sedang yang merupakan ujung tombak hukum dan keadilan di 

lembaga peradilan berada ditangan Hakim. 

Oleh karena itu upaya peningkatan sumber daya manusia adalah 

sangat yang karena itu baik Hakim, Kepaniteraan, Kejurusitaan sangat 

diperhatikan dalam hal peningkatan sumber daya manusia karena parat 

peradilan tersebut merupakan faktor pendukung dalam penegakan hukum 

dan peradilan, diman profesionalitas aparat sangat ditentukan oleh tingkat 

pengetahuan dan keterampilan aparatnya. Peningkatan Sumber Daya Manusia 

yang dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan formal, pendidikan dan 

pelatihan terstruktur dan pengalaman yang melalui mutasi terencana. 

Sumber Daya Manusia Teknis Yudisial pada Pengadilan Agama 

Nganjuk tahun 2019 terdiri dari Hakim sebanyak 6  orang (Wakil Ketua dan 5 

Hakim),  Panitera 1 orang, Panitera Muda 3 orang dan Panitera Pengganti 3 

orang, dan Jurusita  Pengganti  2 orang. Daftar SDM Teknis  Yudisial dapat 

dilihat pada Tabel berikut : 

SDM TEKNIS YUDISIAL 

PEGAWAI NEGERI SIPIL  

No Nama Nip Golongan 

1 Drs. H. Mohammad Aliridho, 19680718.199403.1.006 Pembina Utama Muda, 
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M.H.E.S. IV/c 

2 Drs. H.M.Iskandar Eko Putro, MH 19691009.199403.1.003 Pembina Utama Muda, 

IV/c 

3 Drs. H.Musthofa Zahron 19591203.199203.1.001 Pembina Utama Muda, 

IV/c 

4 Drs. Sohibul Bahri, M.H.ES 19590715.199403.1.001 Pembina, Tk. I, IV/c 

5 Drs. Moh. Muchsin.M.SY 19690621.199503.1.001 Pembina, Tk. I, IV/c 

6 
Syamsiatul Rosidah, S.Ag 19751015.200003.2.001 

Pembina Utama 

Madya, IV/b 

7 Zainul Hudaya, SH 19621226.198203.1.002 Pembina, IV/a 

8 Muhammad Nafi’, SH.,M.HI 19820509.200604.1.011            Penata, III/c 

9 Amir Hamzah, SH 19670601.199203.1.005   Penata,  III/c 

10 Ahmad Romadhon, S.Ag.MH 19721022.199803.1.005 Pembina , IV/a 

11 Dian Purnaningrum, S.H., M.H. 19780723.200604.2.014 Penata, III/c 

12 Setyo Hayuningsih, SH 19661110.199603.2.002 Penata Tk. I, III/d 

13 Deddy Ardabilly, S.H. 19760624 201408 1 002 Penata Muda Tk. I, 

III/b 

14 Nur Kerisna Wachidah 19680926.200701.2.001 Pengatur Tk.I, II/d 

15 Sunarto 19620507.201405.1.001 Pengatur, II/b 

16 Mukarom 19670910.201408.1.002 Pengatur, II/b 

17 Yusrida Hani, A.Md 19881009.201503.2.001 Pengatur Tk. I, II/d 
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TEKNIS YUDISIAL 

NON PEGAWAI NEGERI SIPIL 

 

b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial 

Yang dimaksud dengan sumber daya manusia non teknis yudisial 

disini adalah aparatur peradilan yang mengelola di bidang organisasi dan 

administrasi (Kesekretariatan), yang memberikan pelayanan kepada aparat 

peradilan yang sifatnya ke dalam (pegawai) dan  juga keluar yang 

menyangkut pelayanan masyarakat bersifat umum. Untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan dilakukan langkah-langkah antara lain 

pendidikan formal, pendidikan dan pelatihan terstruktur dan pengalaman 

No Nama Jabatan 

1 Dhimas Andri H. ST Staff Pan. Mud. Hukum 

2 Bima Fristianto, SH, MH Staff Pan. Mud. Gugatan 

3 Arif  Widodo, S.ipS Staff Pan. Mud. Hukum 

4 Ericha Fristianti, SH Staff Pan. Mud. Gugatan 

5 M. Arif Qomarudin Staff Pan. Mud. Hukum 

6 Elzam Faiz Al Hakim Staff Pan. Mud. Permohonan 
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kerja melalui mutasi terencana. Salah satu upaya peningkatan tersebut 

Pengadilan Agama Nganjuk telah mengembangkan dan meiningkatkan pola 

kerja yang dinamis dan efektif juga turut serta dalam pelatihan baik di bidang 

perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, kepegawian, organisasi dan 

tata laksana, umum dan keuangan. Selain hal tersebut di atas dalam 

pengembangan ilmunya selalu diadakan diklat di tempat kerja (DDTK), 

meeting dan pengkajian. 

Pada Pengadilan Agama Nganjuk Tenaga Non Teknis Yudisial 

terdiri dari 1 orang sekretaris 1 orang Kepala Sub Bagian Perencanaan , Tl 

dan Pelaporan, 1  orang Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan 

Tata Laksana, 1 orang  Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan, 1  orang 

Bendahara Pengeluaran (yang merangkap dengan jabatan Panitera 

Pengganti), dan 16 orang Pegawai Pemerintahan Non Pegawai Negeri Sipil 

(PPNPN) yang terbagi menjadi Staf Pembantu administrasi kepaniteraan 2 

orang, petugas informasi 1 orang, petugas meja 3 orang, staf bagian umum 2 

orang, tenaga satpam 4 orang, tenaga supir 1 orang, dan tenaga cleaning 

servise 3 orang. Daftar SDM Non Teknis Yudisial dapat dilihat pada Tabel 

berikut : 

SDM TEKNIS NON YUDISIAL 

PEGAWAI NEGERI 

No Nama NIP Jabatan 
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1. Dyah Puspita Suningrum,SH.MH 19751103.200805.2.001 Sekretaris 

2. Fuad, S.HI 19790609.201101.1.009 Kasubag. Kepegawaian 

dan Ortala 

3. Fathul Mubin, S.Hi 19840822.201101.2.007 Kasubag. Perencanaan, 

IT dan Pelaporan 

4. Iffah Latifah, SE 19840910.200902.2.002 Kasubag. Umum dan 

Keuangan 

 

SDM TEKNIS NON YUDISIAL 

NON PEGAWAI NEGERI 

No Nama Jabatan 

1. M. Rosyid Ridho, SE Staf Kasubag. Kepegawaian 

2. Ngakifun Nuha, ST Staf Kasubag. IT 

3. Radita Dwi Stitaningrum Staf Kasubag. IT 

4. M. Haris Al Ma’ali Clening Service 

5. Slamet Clening Service 

6. Aldi Fajri Ramadhani Clening Service 

7. Pujianto Satpam 
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Pengadilan Agama Nganjuk melakukan pembinaan dan 

pengelolan sumber daya manusia meliputi Mutasi, Promosi, Pensiun dan 

Diklat Teknis maupun Non Teknis. 

 

B. MUTASI PEGAWAI 

Tahun 2019  telah dilakukan berbagai mutasi kepegawaian 

diantaranya mutasi kenaikan  pangkat,  mutasi  gaji berkala  dan mutasi 

tempat tugas. Mutasi Hakim dan pegawaiPengadilan Agama Nganjuk 

sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 yang mengalami mutasi sebagai 

berikut : 

a. Mutasi Kenaikan Pangkat  

No Nama 
TMT Kenaikan 

Pangkat 
Ket. 

1. Fathul Mubin, S.HI. 01 April 2019 III/c 

2. Nur Kerisna Wachidah 01 April 2019 II/d 

8. Eka Hervianto Satpam 

9. Wheny Suryadi Satpam 

10. Purwanto Satpam 
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3. Yusrida Hani, A.Md. 01 Oktober 2019 II/d 

 

b. Mutasi Kenaikan Gaji Berkala 

No Nama TMT KGB Ket. 

1 Drs. H. Moh. Muchsin, M.Sy. 01/03/2019  

2 Zainul Hudaya, S.H. 01/03/2019  

3 Muh. Nafi’, S.H., M.H. 01/04/2019  

4 Amir Hamzah, S.H. 01/03/2019  

5 Setyo Hayuningsih, S.H. 01/10/2019  

6 Dedi Ardabili, S.Ag. 01/01/2019  

7 Fathul Mubin, S.HI. 01/01/2019  

8 Fuad, S.HI. 01/01/2019  

9 Iffa Latifah, S.E. 01/02/2019  

10 Sunarto 01/01/2019  

11 Mukarom 01/06/2019  
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12 Yusrida Hani, A.Md. 01/04/2019  

 

 

 

c. Mutasi Jabatan (keluar karena pindah tugas) 

No Nama 
Jabatan / Satker 

Lama 

Jabatan / 

Satker Baru 

1 Sabilil Muttaqien, S.HI. PA. Nganjuk PA. Ciamis 

2 Nurul Kumtianawati, S.H., M.H. PA. Nganjuk PA. Jombang 

3 Moh. Yanuar Arifin PA. Nganjuk PA. Jombang 

4 Drs. H. Syaiful Heja, M.H. PA. Nganjuk PA. Sidoarjo 

5 Irwan Abd. Rahman, S.H., M.H. PA. Nganjuk PA. Jombang 

6 Firman Isdiantara, S.H. PA. Nganjuk PA. Sidoarjo 

 

d. Mutasi Jabatan (masuk karena pindah tugas) 

No Nama 
Jabatan / Satker 

Baru 

Jabatan / 

Satker Lama 
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1. Drs. H. M. Aliridho, M.H.E.S. PA. Kab. Malang PA. Nganjuk 

2. Deddy Ardabili, S.Ag. PA. Slawi PA. Nganjuk 

3. Dian Purnaningrum, S.H., M.H. PA. Kota Kediri PA. Nganjuk 

4. Iffa Latifah, S.E. PA. Jombang PA. Nganjuk 

 

C. PROMOSI PEGAWAI 

Pegawai Pengadilan Agama Nganjuk yang mengalami  promosi 

selama tahun 2019 sejumlah 1 (satu) orang sebagai berikut : 

No Nama 

Jabatan / Satker 

Baru 

Jabatan / 

Satker Lama 

1. Irwan Abd. Rahman, S.H., M.H. JSP PA. Nganjuk Kasubag. 

Perencanaan,

IT dan 

Pelaporan 

PA. 

Jombang 

D. PENSIUN PEGAWAI 

Pegawai Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1B yang pensiun pada 

tahun 2019 belum ada. 

 

E. DIKLAT  
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Pengadilan Agama Nganjuk Kelas 1B untuk meningkatkan 

kompetensi dikirim untuk mengikuti Diklat, yang dilaksanakan oleh 

BalitbangkumdilMahkamah Agung Republik Indonesia sejumlah 3 (tiga) 

orang yaitu : 

No Nama Peserta Jenis Diklat Waktu  No. Sertifikat 

1. Dyah Puspita Suningrum, 

S.H.,M.H. 

Diklat PIM III Maret-

Mei 

2019 

00000575/DIKLATPIM 

TK.III/3012/011/LAN-

KEMENAG/2019 

2. Drs. H. M. Iskandar Eko Putro, 

M.HI. 

Workshop 

Eksplorasi 

KEPPH KY 

Oktober 

2019 

KH_E.KEPPH/KY/2019 

3. Drs. H. Musthofa Zahron Diklat Hakim 

Ekonomi 

Syari’ah 

Oktober 

2019 

52/BId/MA-

RI/PENYETARAAN/EKS

YAR/2019 
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A. PENGELOLAAN KEUANGAN 

Meningkatkan pengelolaan keuangan yang telah dialokasikan melalui 

DIPA tahun 2019 serta membuat laporan pertanggungjawaban dengan Sistem 

Akuntansi Instansi (SAI) yang dilakukan secara berkala setiap bulannya, 

memperketat  penggunaan  dana yang  tersedia  dalam DIPA menurut mata 

anggaran yang tersedia untuk menghindari pemborosan dan penyalahgunaan 

dalam bentuk overlapping anggaran. 

Secara umum pelaksanaan anggaran DIPA sudah selesai dengan  

petunjuk operasional dan  sudah  membuat  rencana  pengusulan secara 

seimbang berdasarkan kebutuhan. 

Kegiatan Keuangan melaksanakan penyusunan anggaran,   

pengelolaan anggaran  dan pelaporan keuangan tahun 2019 sebagai berikut :  

a. Menyusun Rencana Kerja Anggaran Kementrian/Lembaga  (RKA-KL) 

tahun 2019 serta melengkapinya dengan data dukung dan dikirim ke 

Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur. 
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b. Mengupayakan koordinasi dalam   pencairan  dana  sesuai   Rencana 

Penggunaan Anggaran 2019. 

c. Merealisasikan pencairan  dana  anggaran  DIPA tahun  2019  sebesar 

Rp. 3.967.940.079,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh tujuh juyta 

sembilan ratus empat puluh ribu tujuh puluh sembilan rupiah). 

Secara umum pengelolaan  keuangan  Pengadilan Agarna Nganjuk :  

No  Jen i s  Be lan ja  
Pag u  

( Rp )  

Rea l i sa s i  

( Rp )  

S i sa  

( Rp )  

1  Be lan ja  Peg awa i  3 .0 4 1 .3 60 .0 00  3 .0 4 1 .3 60 .0 00  0  

2  Be lan ja  Ba r an g  9 4 2 .05 8 .0 0 0  9 2 4 .46 1 .4 2 4  1 7 .5 96 .57 6  

3  Be lan ja  Mo d a l  1 3 7 .50 0 .0 0 0  1 3 7 .50 0 .0 0 0  0  

To ta l     

 

No  
Be lan ja  

Mo d a l  

Pag u  

( Rp )  

Rea l i sa s i  

( Rp )  

S i sa  

( Rp )  

1  Ga j i  d an  

Tu n jan g an  

3 .0 4 1 .3 60 .0 00  3 .0 3 7 .7 18 .6 55  3 .6 4 1 .3 45  

To ta l     

 

No  Be lan ja  Ba r an g  
Pag u  

( Rp )  

Rea l i sa s i  

( Rp )  

S i sa  

( Rp )  

1  Be lan ja  

Pe r j a l an an  

Da lam  Neg e r i  

5 . 7 6 0 .0 00  5 .7 6 0 .0 00  0  

2  Be lan ja  Ba r an g  

Op e r a s io n a l  

2 0 .9 49 .00 0  2 0 .9 48 .10 0  9 0 0  
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3  Be lan ja  Ba r an g  

Pe r sed iaan  

2 6 .6 69 .00 0  2 6 .6 61 .60 0  7 .4 0 0  

4  Be lan ja  Ja sa  1 6 4 .07 1 .0 0 0  1 5 6 .08 9 .6 5 4  7 .9 8 1 .3 46  

To ta l     

 

No  Be lan ja  Mo d a l  
Pag u  

( Rp )  

Rea l i sa s i  

( Rp )  

S i sa  

( Rp )  

1  Ren o v as i  

Ged u n g  

7 5 .1 29 .00 0  7 5 .1 29 .00 0  0  

2  AC  1 0 .2 00 .00 0  1 0 .2 00 .00 0  0  

3  Lap to p  d an 

P r in t e r  

1 6 .3 50 .00 0  1 6 .3 50 .00 0  0  

To ta l     

 

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA  

Usaha peningkatan tugas pokok dan fungsi Peradilan Agama 

ditempuh dengan jalan meningkatkan semua aspek kegiatan dalam organisasi 

yang meliputi organisasi, kelembaban, kepegawaian, keuangan, perlengkapan 

dan fasilitas kerja lainnya. 

Kelancaran, ketertiban dan kesempurnaan dalam melaksanakan tugas 

Peradilan Agama, sebagian besar ditentukan oleh kelancaran dan ketertiban 

jalannya administrasi perkantoran dari masing-masing unit kerja yang berada 

didalamnya. 

Untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam administrasi 

perkantoran tersebut selalu diperlukan adanya sarana dan prasarana kantor 
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yang dapat menjamin pelaksanaan tugas yang harus dilaksanakan secara 

efektif dan efisien. 

Dalam rangka menuju tertib administrasi perlengkapan perlu 

memperhatikan tahapan-tahapan dalam siklus perlengkapan meliputi : 

perencanaan dan penentuan kebutuhan, penyimpanan, pemeliharaan, 

penghapusan serta terselenggaranya pengendalian terhadap kekayaan negara 

salah satunya dengan pengadministraian yang lebih tertib dan akuntabel 

melalui aplikasi SIMAK-BMN (Sistem informasi manajemen dan Akuntansi 

Barang Milik Negara) yang telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Nganjuk 

selaku UAKPB (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang) dan laporannya 

dikirim secara periodik per bulan dan per semester ke pengadilan Tinggi 

Agama Jawa Timur selaku UAPPB-W (Unit Akuntansi Pembantu Pengguna 

Barang Wilayah). 

1. Sarana dan Prasarana Gedung 

Sarana dan prasarana gedung  meliputi pengelolaan aset tetap 

barang milik negara yang terdiri dari tanah,  bangunan kantor permanen 

dan rumah negara permanen. 

Adapun  pengelolaannya tersebut di Pengadilan Agama 

Nganjuk meliputi : 

 Pelaksanaan OFBI tanah,  bangunan kantor permanen dan rumah 

negara telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan Agama Nganjuk. 
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 Pengadministraisan tanah,   bangunan   kantor   permanen   dan   

rumah negara  ke  dalam  Aplikasi  Sistem  lnformasi  Manajemen 

Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) 

 Pembuatan KIB (Kartu lnventaris Barang) bangunan sebanyak 2 

(dua) KIB, yakni 1 (satu)  KIB  Tanah  bangunan  Kantor  

Pemerintah  dan 1 (satu) KIB Tanah Bangunan Rumah Negara 

Golongan I Tipe D. 

 Pembuatan  KIB  (Kartu Inventaris Barang) tanah  negara  sebanyak 

3 (tiga) KIB, yakni 1 (satu) KIB Tanah bangunan Kantor 

Pemerintah dan 2 (dua) KIB Tanah Bangunan Rumah Negara 

Golongan II. 

 Menerbitkan SIP (Surat Ijin Penghunian) rumah negara sebanyak  1 

Surat Ij inPenghunian rumah negara. 

Sedangkan  pengelolaan  tanah,  bangunan  kantor permanen  

dan rumah negara di Pengadilan Agama Nganjuk meliputi : 

 Luas tanah untuk bangunan kantor yang dimiliki saat ini seluas 

3.540 m2   dan  bangunan  kantor  permanen  dua  lantai dengan  

total luas bangunan 983 m2.  

 Pengelolaan rumah negara di Pengadilan Agama Nganjuk untuk 

rumah dinas, terdapat 1 (satu)  bangunan  seluas  310 m2.  Saat ini 
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beberapa bagian dalam kondisi rusak berat dan membutuhkan 

rehabilitasi.  

Berikut tabel data sarana dan prasarana gedung sebagai berikut : 

a) Tanah  

No. Uraian Jumlah 

Kondisi 

*Ket. 

Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1. Tanah Kantor 1 (satu) Baik - - - 

2. Tanah Rumah 

Dinas 

1 (satu) Baik - - - 
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b) Ruang Kantor (Sarana dan Prasarana) 

No. Uraian Jumlah 

Kondisi 

*Ket. 

Baik 
Rusak 

Ringan 

Rusak 

Berat 

1. Gedung 

Kantor 

1 (satu) Baik - - - 

2. Gedung 

Rumah Dinas 

1 (satu) Baik - - - 

 

 

a. Pengadaan  

Pengadilan Agama Nganjuk untuk tahun 2019 tidak ada 

anggaran belanja modal untuk pengadaan tanah,  tetapi mendapat 

anggaran belanja modal pengadaan PTSP sebesar Rp. 

100.000.000,- (seratus juta rupiah)  dan  telah direalisasikan 

sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau 100 %. 

b. Pemeliharaan 

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Nganjuk 

mendapatkan belanja pemeliharaan gedung/bangunan kantor   

sebesar Rp. 75.129.000,- (tujuh puluh lima juta seratus dua puluh 

sembilan rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 75.129.000,- 

(tujuh puluh lima juta seratus dua puluh sembilan rupiah) atau 

sebesar 100% dengan  penggunaan untuk pengecatan gedung 

kantor dan perbaikan-perbaikan lainnya. Untuk belanja 
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pemeliharaan halaman gedung sebesar                       Rp. 

10.000.000,- .(sepuluh juta rupiah) dan telah direalisasikan sebesar 

Rp. 10.000.000,- .(sepuluh juta rupiah)  atau  sebesar 100% untuk 

perawatan taman dan halaman. 

Untuk pemeliharaan rumah dinas sebesar Rp. 15.000.000,- 

(lima belas juta rupiah) dan telah direalisasikan sebesar Rp. 

15.000.000,- (lima belas juta rupiah)  atau  sebesar 100% untuk 

perawatan taman dan halaman. 

c. Penghapusan  

Dalam tahun anggaran 2019 tidak ada penghapusan baik 

penghapusan tanah maupun gedung dan  bangunan. 

 

2. Sarana dan Prasarana Fasilitas Gedung 

Sarana dan prasarana fasilitas gedung meliputi pengelolaan 

aset tetap barang milik negara  berupa peralatan dan mesin serta aset 

tetap lainnya.  Peralatan  dan  mesin mencakup mesin-mesin dan 

kendaraan dinas bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris 

kantor. Sedangkan aset tetap lainnya adalah aset yang mencakup aset 

tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok tanah,  

peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, yang diperoleh dan 

dimanfaatkan dan dalam kondisi siap pakai.  Barang  milik  negara  
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The image part with relationship ID rId6 was not found in the file.

yang  termasuk  dalam kategori ini adalah koleksi perpustakaan/buku 

dan barang bercorak kesenian/kebudayaan. 

Pengelolaan peralatan inventaris kantor Pengadilan Agama  

Nganjuk antara lain meliputi : 

 Pelaksanaan OFBI (Opname Fisik Barang Inventaris) untuk 

peralatan kantor telah dilakukan oleh Tim OFBI Pengadilan 

Agama Nganjuk. 

 Pembuatan DBR (Daftar  Barang  Ruangan)  melalui aplikasi 

SIMAK BMN (Sistem lnformasi Manajemen Akuntansi 

Keuangan Barang Milik Negara) sebanyak 34 ruangan. 

 Pembuatan KIB (Kartu Inventaris Barang) kendaraan dinas 

sebanyak 7 (tujuh) KIB, yakni 3 (tiga) KIB Kendaraan dinas 

Bermotor Roda 4 dan 4 (empat) KIB ( Kartu Inventaris Barang) 

kendaraan dinas bermotor Roda 2. 

 Melaksanakan pencatatan atas barang persediaan setiap bulan 

untuk tahun 2018 ke dalam Aplikasi Barang Persediaan.  

 Pelabelan nomor inventaris pada peralatan kantor. 

Adapun pengelolaan aset  lainnya/bahan-bahan  pustaka  

dilingkungan Pengadilan Agama Nganjuk meliputi : 

a.  Pengadministrasian buku-buku di perpustakaan, yang  

kegiatannya meliputi : 
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 Untuk bahan  pustaka  yang  baru  diterima dengan  

membubuhi stempel   instansi pada   halaman   judul,   

halaman terakhir dan halaman rahasia, serta   membubuhi   

stempel   inventaris pada halaman balik judul dibagian yang 

tidak ada tulisan atau gambar. 

 Membuat  kartu buku  dan  kantong buku  serta  

menempelkannya pada setiap buku baru. 

 Untuk bahan perpustakaan yang sudah ada dengan mendaftar 

semua bahan pustaka ke dalam buku induk perpustakaan, 

memberi nomor klasifikasi pada setiap bahan pustaka, 

memberi label dan menata bahan pustaka ke dalam rak 

perpustakaan serta dimaksukkan pada aplikasi perpustakaan. 

 Melayani peminjam buku. 

 

b. Pengadministrasian aset-aset lainnya meliputi : 

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Nganjuk tidak 

menerima bahan-bahan pustaka baik dari, antara lain : 

 Mahkamah Agung Republik Indonesia 

 Badan Peradilan Agama RI; 

 Kamisi Yudisial; 
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 Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur; 

 dan lembaga/instansi lainnya.  

 

2.a. Pengadaan 

Pengadilan Agama  Nganjuk pada  tahun anggaran 2019 

telah melaksnankan pengadaan peralatan dan mesin dengan total 

anggaran belanja modal sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh 

juta tujuh lima ratus rupiah) yang bersumber dari DIPA 01 

( Badan Urusan Administrasi ).  Pengadaan tersebut adalah 

Pengadaan laptop sejumlah 3 unit dengan pagu anggaran sebesar 

Rp. 37.500.000,- dan telah direalisasikan sebesar Rp. 37.500.000,- 

(tiga puluh juta tujuh lima ratus rupiah) atau sebesar 100%. 

 

2.b. Pemeliharaan 

Untuk belanja pemeliharaan peralatan pada tahun 2019 

Pengadilan Agama Nganjuk mendapatkan dana anggaran 

pemeliharaan antara lain : Pemeliharaan  kendaraan  dinas   roda 4  

sebanyak 2 (dua) unit sebesar Rp. 52.550.000,- (lima puluh dua 

juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah direalisasikan 

sebesar Rp. 52.550.000,- (lima puluh dua juta lima ratus lima puluh 

ribu rupiah) atau 100%. 
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..

Pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 sebanyak 4 (empat) 

unit sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah)  dan  telah  

direalisasikan   sebesar  Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) atau 

100%. 

Pemeliharaan peralatan kantor sebesar Rp. 85.129.000,- 

(delapan puluh lima juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan telah 

direalisasikan sebesar Rp. 85.129.000,- (delapan puluh lima juta 

seratus dua puluh ribu rupiah) atau 100%. 

 

 

2.c. Penghapusan 

Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2019 tidak 

mengajukan penghapusan untuk sarana dan prasarana fasilitas 

gedung walaupun ada  beberapa fasilitas  yang  kondisinya rusak 

berat sehingga tidak layak untuk dioperasikan. 

 

Daftar  sarana  dan  prasarana  fasilitas  gedung  pada 

pengadilan Agama Nganjuk sebagai berikut :  

a.  Kendaraan Dinas  

No Uraian Tahun 

Perolehan 

Kondisi 
*Ket 

Baik Rusak Rusak 
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Ringan Berat 

I Jenis Kendaraan Roda 4 (empat) 

1. Station Wagon 

(Toyota Innova) 
2006 Baik - - - 

2. Station Wagon 

(Suzuki Ertiga) 
2015 Baik - - - 

II Jenis Kendaraan Roda 2 (dua) 

1. Sepeda Motor 

(Honda Supra 125) 
2006 - 

Rusak 

Ringa

n 

- - 

2. Sepeda Motor 

(Honda Supra 125 D) 
2008 Baik - - - 

3. Sepeda Motor 

(Honda GL 160 D) 
2008 Baik - - - 

4. Sepeda Motor 

(Honda GL 160 D) 
2008 Baik - - - 

 

b.  Peralatan dan Mesin Kantor  

No 
Sarana/ Prasarana 

Gedung 
Jumlah * Keterangan 

SARANA DAN FASILITAS GEDUNG 

1  Ruang Ketua 1 (satu) Kondisi Baik 

2  Ruang Wakil Ketua 1 (satu) Kondisi Baik 

3  Ruang Hakim 1 (satu) Kondisi Baik 

4  Ruang Panitera 1 (satu) Kondisi Baik 
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5  Ruang Sekretaris - Kondisi Baik 

gabung jadi satu 

ruangan sekretariat 

6  Ruang Sidang Umum 2 (dua) Kondisi Baik 

7  Ruang Kepaniteraan 1 (satu) Kondisi Baik 

8  Ruang Kesekretariatan 1 (satu) Kondisi Baik 

9  Ruang Perpustakaan 1 (satu) Kondisi Baik 

10  Ruang Arsip 1 (satu) Kondisi Baik 

11  Ruang Tunggu 1 (satu) Kondisi Baik 

SARANA DAN PRASARANA FASILITAS 

PERKANTORAN 

 
Komputer (P.C. Unit) 

26 (dua pulu 

enam) 
Kondisi Baik 

 
Laptop 15 (sembilan) Kondisi Baik 

 CCTV (Camera Control 

Tev. Sistem) 
1 (satu) paket Kondisi Baik 

 
LCD Monitor 1 (satu) Kondisi Baik 

 
Camera Digital 1 (satu) Kondisi Baik 

 
Televisi 2 (dua) Kondisi Baik 

 
Telephone (PABX) 1 (satu) Kondisi Baik 



 

 77

 
GPS Recaiver 1 (satu) Kondisi Baik 

 
Server 2 (dua) paket Kondisi Baik 

 
Router 1(satu) Kondisi Baik 

 
Scanner 1 (satu) Kondisi Baik 

 
Lemari Besi 5 (lima) Kondisi Baik 

 
Lemari Kayu 15 (lima belas) Kondisi Baik 

 
Rak Besi 8 (delapan) Kondisi Baik 

 
Rak Kayu 8 (delapan) Kondisi Baik 

 
Filing Cabinet Besi 15 (limabelas) Kondisi Baik 

 
Brandkas 3 (tiga) Kondisi Baik 

 
Mesin Absensi 1 (satu) Kondisi Baik 

 
Hand Metac Detector 1 (satu) Kondisi Baik 

 
Meja Kerja Kayu 

37 (tiga puluh 

tujuh) 
Kondisi Baik 

 
Kursi Besi 

45 (empat 

puluh lima) 
Kondisi Baik 

 
Kursi Kayu 

53 (lima puluh 

tiga) 
Kondisi Baik 
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Sice 7 (tujuh) Kondisi Baik 

 
Meja Rapat 3 (tiga) Kondisi Baik 

 
Meja Komputer 5 (lima) Kondisi Baik 

 
Meja Receptionis 1 (satu) Kondisi Baik 

 
A.C Split 

17 (tujuh 

belas) 
Kondisi Baik 

 
UPS 6 (enam) Kondisi Baik 

 

 Transfer Masuk  

Pada tahun 2019 pada Pengadilan Agama Nganjuk 

terdapat Transfer Masuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia 

berupa :  

1. 4 Unit UPS; 

2. 1 Unit Server Fujitsu; 

3. 4 Unit PC HP All In; 

4. 1 Unit Rack Server; 

5. 1 Unit Vestouch I Kiosk. 
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 Transfer Keluar  

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Nganjuk tidak 

melakukan Transfer keluar baik ke Mahkamah Agung RI, Direktorat 

Jenderal Badan Peradilan Agama ataupun Pengadilan Tinggi Agama 

Surabaya. 

 

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI  

SK KMA Nomor : 1-144/KMA/SK/V/2011 tentang Pedoman 

Pelayanan Informasi Pengadilan Agama Nganjuk telah menintegrasikan 

teknologi informasi sebagai penunjang utama terhadap kelancaran dan  

kemudahan pelayanan publik. Selama tahun 2019 Pengadilan Agama Nganjuk 

telah mengadakan  perangkat-perangkat keras yang memadai seperti personal 

computer, laptop dan printer, dan terus  mengupdate perangkat lunak  yang 

dikelola  sendiri atau oleh  Mahkamah  Agung serta melakukan Sinkronisasi 

data secara berkala dengan Badan Peradilan Agama dan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. 

 

1. Implementasi E-Court di Lingkungan Pengadilan Agama Nganjuk 
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Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang 

Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan telah disahkan 

pada 29 Maret 2018 lalu. Kini 

melanjutkan inovasi tersebut, akhirnya 

aplikasi Pengadilan Elektronik (e-court) 

diluncurkan oleh Ketua Mahkamah 

Agung RI Prof. Dr. M Hatta Ali S.H., 

M.H. di Balikpapan pada tanggal 13 

Agustus 2018 tahun lalu. Acara 

peluncuran aplikasi e-court dilaksanakan 

berbarengan dengan Pembinaan Teknis 

Yudisial dan penyerahan Sertifikat 

Akreditasi Penjaminan Mutu pada 4 

lingkungan peradilan Mahkamah Agung. 

Proses penggunaan aplikasi e-

court yaitu untuk mempermudah para 

pencari keadilan dalam pendaftaran 

perkara dengan elektronik. Lompatan Besar Bagi Layanan Peradilan 

khususnya Pengadilan Agama Nganjuk dalam upaya melakukan 

perubahan administrasi di pengadilan. Sistem e-court Mahkamah Agung 

memungkinkan penggugat melakukan permohonan atau gugatan perdata 

agama di seluruh Indonesia secara elektronik tanpa perlu datang langsung 

ke gedung pengadilan. Pembayaran juga jadi makin ringkas, karena 
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sistem e-payment memungkinkan pembayaran dilakukan dari bank 

apapun dengan saluran pembayaran elektronik apapun, seperti misalnya 

internet banking, sms banking, transfer ATM mitra pembayaran yang 

dimiliki Pengadilan Agama Nganjuk. 

Pemanggilan elektronik (e-summons) juga sangat meringkas proses 

dan menghemat biaya, karena pemanggilan bisa dilakukan langsung ke 

domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi 

dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah yang berbeda. Hal 

ini memungkinkan biaya panggilan ditekan se-minimal mungkin sampai 

nol rupiah.  Khusus untuk e-summons, sesuai Perma No.3 Tahun 2018, 

prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui untuk 

dilakukan panggilan secara elektronik, untuk mengantisipasi kesenjangan 

yang mungkin terjadi dalam masa awal pengenalan aplikasi ini. 

Ke depannya sistem e-court sudah diarahkan ke penggunaan yang 

lebih luas, yaitu implementasi litigasi elektronik, mengingat Pasal 5 

Perma No.3 Tahun 2018 telah  mencantumkan juga jenis dokumen yang 

bisa dikirim secara elektronik meliputi jawaban, replik, duplik, dan 

kesimpulan. Hanya saja implementasi penuhnya menunggu pengaturan 

teknis. Ketua Pengadilan Agama Nganjuk mengatakan bahwa bentuk e-

litigation harus dimanfaatkan dan diimplementasikan sesegera mungkin. 

Perma Nomor No.3 Tahun 2018 sudah menetapkan bahwa 

administrasi perkara di pengadilan secara elektronik berlaku bagi perkara 

perdata, perdata agama, tata usaha militer dan tata usaha negara, saat ini 
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pendaftaran sudah diberlakukan pada Pengadilan Agama Nganjuk. 

Selama satu tahun ini Pengadilan Agama Nganjuk sudah mendapatkan 

pendaftaran melalui e-court, akan tetapi baru sebatas para advokat saja, 

ini dikarenakan tingkatpengetahuan yang kurang dari masyarkat nganjuk. 

Para pengacara yang melakukan pendaftaran perkara mengklaim 

bahwa mereka sangat mengapresiasi inisiatif Mahkamah Agung dalam 

membuka sistem pelayanan e-court. Para advokat menyatakan bahwa 

sangat berterima kasih kepada dengan adanya e-court di Pengadilan 

Agama Nganjuk ini. Advokat kini bisa beracara di banyak tempat tanpa 

perlu harus hadir langsung, dan tentunya ini memotong biaya. 

Pembayaran perkara bisa dilakukan dari bank manapun dengan saluran 

apapun, terlepas dari mitra pembayaran yang dimiliki pengadilan. 

Pengacara di Nganjuk juga mengaku bahwa proses pendaftaran perkara 

sangat cepat, proses pendaftaran, pembayaran sampai keluar nomor 

perkara dapat diselesaikan dalam hitungan satu jam. 

Selama tahun 2019 ini Pengadilan Agama Nganjuk telah 

menerima pendaftaran secara e-court sebanyak 101 perkara. Dan 

sebagian dari perkara tersebut telah disidangkan bahkan tealh 

diselesaikan (diputus) sebanyak 82 perkara.  

 

2. Implementasi SIPP di pengadilan Agama Nganjuk. 
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Aplikasi SIPP merupakan wujud integrasi teknologi informasi 

dengan ragam regulasi di bidang administrasi perkara (pola bindalmin). 

Aplikasi SIPP yang diimplemaentasikan di Pengadilan Agama Nganjuk 

adalah Aplikasi 

SIPP versi 3.3.0-1 

yang dilaunching 

oleh Ketua 

Mahkamah Agung 

Republik 

indonesia. Aplikasi 

SIPP diperkenalkan pertama kali di Pengadilan Agama Nganjuk sejak 

pertama di luncurkan dan secara bertahap diimplementasikan oleh 

administrator dan user sampai dengan sekarang melalui http://sipp.pa-

nganjuk.go.id. Prosentase penanganan di Pengadilan Agama Nganjuk 

versi aplikasi SIPP sampai dengan bulan Desember 2019 mencapai 

sekitar 943,88 % (zona/kategori dua) dan selalu dilakukan penginputan 

data oleh user. Namun kendala yang dihadapi dalam implementasi 

aplikasi SIPP di Pengadilan Agama Nganjuk adalah user belum 

menginput data secara tepat waktu. 
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A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 

Akreditasi (accreditation) adalah mendapat pengakuan/penilaian dari lembaga 

yang berwenang atau secara umum dikenal dikalangan masyarakat internasional adalah 

Standar Sertifikasi ISO 9001:2015 yaitu standar internasional di bidang sistem 

manajemen mutu dalam suatu organisasi seperti pengadilan. 

Akreditasi Pengadilan dapat diartikan sebagai pengakuan resmi dari Pemerintah kepada 

Pengadilan tersebut yang telah memenuhi standar pelayanan terhadap pencari 

keadilan/pengguna jasa pengadilan. Setiap pengadilan wajib diakreditasi minimal 3 tahun 

sekali. Akreditasi pengadilan diperlukan sebagai cara efektif untuk mengevaluasi mutu 

suatu pengadilan dengan penetapan standar-standar mutu pelayanan. Penilaian akreditasi 

di Indonesia dilakukan oleh lembaga independen yang diakui oleh pemerintah. 

1. Ruang Lingkup. 

Agar akreditasi penjaminan mutu tidak melebar kemana-mana, maka perlu 

menetapkan ruang lingkup implementasi sistem manajemen mutu standar Akreditasi 
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Penjaminan Mutu Peradilan Agama. Untuk Pengadilan Agama misalnya meliputi 

seluruh proses pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi unit di Pengadilan 

Agama meliputi : 

 Manajemen peradilan. 

 Administrasi perkara. 

 Administrasi persidangan. 

 Administrasi umum. 

 Pelayanan publik. 

 Pengelolaan kas/keuangan. 

 Pengadaan barang dan jasa. 

 Pengawasan. 

 Penanganan pengaduan. 

 

2. Kriteria Penilaian. 

Kriteria Indonesia court performance excellent meliputi : 

 Kriteria 1 Leadersip, yaitu komitmen manajemen, kebijakan mutu, wewenang 

dan komunikasi serta tinjauan manajemen. Nilainya 200. 

 Kriteria 2 Strategic Palnning, yaitu perencanaan sistem manajemen mutu, 

realisasi produk, analisa dan perbaikan. Nilai 100. 
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 Kriteria 3 Customer Fokus, yaitu proses terkait dengan pelanggan/pencari 

keadilan, komunikasi pelanggan, dan produk milik pelanggan. Nilai 200. 

 Kriteria 4 Document System, yaitu persyaratan dokumen, dan pengelolaan 

dokumen. Nilai 100. 

 Kriteria 5 Resourece Management, yaitu sumber daya manusia, sumber daya 

infrastruktur dan sumber daya lingkungan. Nilai 100. 

 Kriteria 6 Process Management yaitu pengendalian proses. Nilai 200. 

 Kriteria 7 Performance Results, yaitu pengawasn dan pengendalian, analisa data 

dan perbaikan. Nilai 100. Total nilai 1000. 

3. Struktur Akreditasi. 

Rincian tugas struktur Penjaminan mutu Pengadilan Agama tersebut 

meliputi : 

a. Tugas Ketua Tim Penjaminan Mutu/ Top Manager. 

1) Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali.  

2) Menetapkan kebijakan dan sasaran mutu. 

3) Memastikan kebijakan dan sasaran mutu dipahami dan diterapkan diseluruh 

bagian. 
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4) Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran hakim dan pegawai 

Pengadilan mengenai pentingnya memenuhi standar pelayanan 

dan ketentuan serta peraturan yang berlaku. 

5) Memastikan tersedianya Sumber Daya yang diperlukan. 

6) Memastikan bahwa persyaratan pelanggan ditetapkan dan 

dipenuhi dengan tujuan pencapaian kepuasan pelanggan. 

7) Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan 

berjalan lancar. 

8) Top Manager memfasilitasi dilakukannya rapat tinjauan 

manajemen paling lama 1 tahun sekali untuk memastikan 

kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang berkesinambungan 

penerapan sistem manajemen mutu. 

b. Tugas Wakil Ketua Tim Penjaminan Mutu/ WakilTop Manager. 

1. Bertanggung jawab langsung kepada Ketua Tim Penjaminan 

Mutu sebagai penanggung jawab kegiatan audit internal. 

2.  Memastikan sistem manajemen mutu dan dokumentasi 

berjalan dengan baik, efektif pada semua bidang dan dapat 

dipertahankan. 

3. Mengupayakan peningkatan kesadaran dan pemahaman 

hakim dan pegawai tetang sistem manajemen mutu, dan 

mengusulkan pelatihan yang diperlukan. 
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4. Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal 

yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu dan 

manajemen risiko. 

5. Membuat laporan kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu 

tentang kinerja- nya sebagai bahan koreksi/perbaikan. 

c. Tugas Tim Audit Internal/Auditor. 

1) Mencari informasi awal terkait bagian yang akan diaudit 

(auditee). Pengetahuan auditor tentang auditee ini sangat 

penting, terutama menyangkut cara kerja, prosedural, hierarki, 

jabatan, dan catatan mutu atau laporan yang selama ini 

digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Tanpa menguasai hal ini, 

maka tidak banyak yang bisa dilakukan auditor saat mengaudit. 

2)  Melakukan audit internal untuk memastikan sistem manajemen 

mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai 

dengan yang telah direncanakan secara sistematis, objektif, 

terencana dan terdokumentasi serta mengedepankan integritas 

dan independensi. 

3)  Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat 

kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit. 

4)  Membuat daftar pertanyaan audit (audit checklist) dan 

melakukan audit sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan, yaitu paling lama 1 tahun sekali, dan 

mengevaluasi hasilnya. 
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5) Memantau tindak lanjut hasil audit internal sampai dinyatakan 

selesai. 

6)  Melaporkan hasil audit internal kepada Ketua Tim Penjaminan 

Mutu melalui wakilnya. 

d. Tugas Tim Survei Kepuasan Pencari Keadilan. 

1) Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta 

oleh setiap pencari keadilan/pengguna pengadilan. 

2)  Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh 

staf uni mengenai persyaratan yang diinginkan pencari 

keadilan. 

3) Melakukan survei kepuasan pencari keadilan, menganalisa 

hasil survei dan merekomendasikannya untuk perbaikan. 

4) Membuat laporan hasil survei kepuasan pencari keadilan dan 

melapor- kannya kepada Ketua Tim Penjaminan Mutu melalui 

Wakil Ketua Tim. 

e. Tugas Dokument Control/DC. 

1) Bertanggung jawab langsung kepada Wakil Ketua Tim 

Penjaminan Mutu (QMR). 

2)  Melakukan penyimpanan arsip hasil kegiatan akreditasi 

penjaminan mutu. 

3) Melakukan kontrol terhadap kesesuaian dokumen yang 

beredar, memas- tikan kecukupan dokumentasi, dan menjadi 

pusat data dokumentasi Tim Akreditasi Penjaminan Mutu. 



 

 

 88

4) Memastikan sistem dokumentasi berjalan dengan baik. 

5)  Membuat laporan kepada wakil ketua tim penjaminan mutu 

tentang kegiatan dokumentasi Tim Akreditasi Penjaminan 

Mutu. 

4. Mengakreditasi diri sendiri. 

Dirjen Badilag Mahkamah Agung RI dalam setiap 

kunjungannya kedaerah, tidak lupa mengingatkan bahwa kebersihan 

kantor harus mendapat skala prioritas, dan komitmen ketua pengadilan 

untuk meningkatkan sistem pelayananan prima guna mendapatkan 

kepercayaan publik/pencari keadilan tidak bisa ditawar-tawar, karena 

banyak laporan-laporan masyarakat ke Mahkamah Agung, tentang 

ketidak percayaan terhadap dunia peradilan, ketidak percayaan kepada 

hakim, birokrasi yang berbelit-belit, layanan yang kurang dan 

penyelesaian perkara yang cukup lama. 

Keadaan seperti ini sangat delematis, jika pandangan 

masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan, karena itu 

pengadilan wajib berbenah diri. Komitmen Ketua Pengadilan untuk 

melakukan manajemen perubahan dengan menetapkan dan 

melaksanakan pelayanan Standar Akreditasi Penjaminan Mutu mutlak 

diwujudkan. Komitmen itu dimulai dengan melakukan perubahan 

pelayanan publik yang ramah dan santun, cepat dan terukur, kemudian 

melakukan perubahan peningkatan sistem manajemen peradilan dan 

administrasi umum. 



 

 

 89

Tahun 2019 ini Pengadilan Agama Nganjuk menerima 

penilaian dari Direktur 

Jendral Badan Peradilan 

Agama di Balikpapan, 

tanggal 22 Juni 2019 

yaitu terakreditasi “A” 

(excellent) yang artinya 

masih sama dan bisa 

mempertahankan 

penialian pada tahun 

2018 yang diterima di 

Surabaya tanggal 17 Juli 

2018. Pengadilan Agama Nganjuk yang telah terkreditasi ini maka 

setiap tahunnya harus siap untuk di datangi oleh survelen dari pihak 

luar yang tealh di tunjuk oleh Direketur Jendral Badan Peradilan 

Agama untuk penilaian selanjutnya. 

 

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP 

adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari 

tahap awal sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan pengadilan 

melalui satu pintu. 
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) merupakan salah satu program 

unggulan Mahkamah 

Agung di samping 

program akreditasi. 

Program ini mulai 

dikenalkan sejak 

Tahun 2017 di 

beberapa pengadilan 

umum pada Mahkamah Agung. Dalam perkembangannya, program tersebut 

dilaksanakan hampir diseluruh pengadilan di Indonesia. 

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan 

Agama Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 menyebutkan bahwa 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah pelayanan administrasi 

peradilan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses yang dimulai dari 

tahap permohonan informasi, pengaduan, pendaftaran perkara, pembayaran 

dan pengembalian panjar biaya perkara, hingga penyerahan/pengambilan 

produk Pengadilan melalui satu pintu. PTSP sendiri ditujukan untuk 

mewujudkan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, 

memberikan pelayanan administrasi yang bebas dari korupsi kepada 

pengguna layanan dan menjaga indepedensi dan imparsialitas aparatur 

Pengadilan. 
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1. TUJUAN PELAYAN TERPADU SATU PINTU  

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bertujuan : 

a. Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, 

terukur sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 

b. Memberikan pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti korupsi, 

kolusi, nepotisme. 

 

2. PRINSIP PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) diharpakan dapat  

dilaksanakan dengan prinsip : 

a. Keterpaduan; 

b. Efektif, Efisien, Ekonomis; 

c. Koordinasi; 

d. Akuntabilitas; dan 

e. Aksesibilitas. 

 

3. RUANG LINGKUP PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) 
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Ruang lingkup PTSP meliputi seluruh pelayanan administrasi 

yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan 

Agama sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah 

Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tanggal 9 Februari 2012 tentang 

Standar Pelayanan Peradilan dan peraturan perundangan lainnya yang 

berlaku. 

4. PENERAPAN PTSP DI PENGADILAN AGAMA NGANJUK 

Penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Pengadilan 

Agama Nganjuk sudah dilaksanakan secara maksimal walaupun dengan 

ketrbatasan yang dimilki, akan tetapi Pengadilan Agama Nganjuk tetap 

berusaha semaksimal mungkin melaksnakan program tersebut. 

Pada awal tahun 2019 ini Pengadilan Agama Nganjuk 

mendapatkan belanja modal yang dalam hal ini oleh Pengadilan Agama 

Nganjuk digunakan untuk membangun Ruang PTSP yang sebelumnya 

belum ada demi mendukung program dari Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. 

Selain itu Pengadilan Agama Nganjuk juga telah bekerja sama 

dengan penyedia jasa eksternal di Pengadilan Agama Nganjuk meluputi : 

1) Posbakum layanannya pemberian bantuan hukum, yang telah 

menjalin kerjasama dengan LBH Perguruan Tinggi Swasta yang 

berasal dari Ponorogo yaitu IAIN Ponorogo. 
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2) Bank BRI untuk penyetoran panjar biaya perkara, agar supaya para 

pihak merasa lebih nyaman dan memudahkan karena tidak harus 

membayar di luar lingkungan Pengadilan Agama Nganjuk. 

Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama 

Nganjuk saat ini juga menyediakan pojok E-Court yang merupakan 

aplikasi dan program unggulan terbaru dari Mahkamah Agung Republik 

Indonesia. Sehingga diharapkan bagi para pencari keadilan pada umunya 

maupun para advokat dapat menggunakan dan memaksimalkan layanan 

yang ada. 

 

C. INOVASI DAN PELAYANAN PUBLIK 

 Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan 

informasi dan percepetan perkara para pencari keadilan di Pengadilan Agama 

Nganjuk serta peningkatan kinerja bagi Pengawai Pengadilan Agama 

Nganjuk, maka perlu adanya Inovasi dan pengembangan beberapa aplikasi 

dalam memenuhi kebutuhan tersebut.  

Salah satu upaya Pengadilan Agama Nganjuk untuk memberikan 

informasi kepada para 

pencari keadilan 

khususnya dan masyarkat 

kabupaten nganjuk pada 

umumnya tentang 
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Pengadilan Agama Nganjuk adalah dengan melengkapi seluruh informasi 

pada website Pengadilan Agama Nganjuk (www.pa-nganjuk.co.id). Website 

tersebut telah dipublish sejak awal tahun 2008 dan telah diseragamkan seluruh 

wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jawa Timur pada tahun 2019.  

Secara bertahap Pengadilan Agama Nganjuk telah melengkapi konten 

website untuk memenuhi beberapa kriteria dalam pedoman penyajian 

informasi pada website peradilan agama. 

Beberapa informasi penting dalam website yang selalu dikunjungi 

oleh masyarakat umum maupun pencari keadilan antara lain informasi umum 

seperti informasi alamat, informasi peradilan seperti biaya perkara, radius, 

bantuan peradilan, jadwal sidang dan sebagainya. Pengadilan Agama Nganjuk 

menintegrasikan sistem informasi perkara (inforperkara.badilag.net) ke dalam 

website. Website juga digunakan sebagai media untuk mempublikasikan 

putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Nganjuk. Pengadilan 

Agama Nganjuk juga menggunakan Direktori Putusan Mahkamag Agung RI  

(www.putusan.mahkamahagung.go.id) untuk publikasi isi putusan.  

Selain website Pengadilan Agama Nganjuk juga telah berinovasi 

yang dibuat dan dikembangkan oleh tim IT di Pengadilan Agama Nganjuk, 

antara lain : 
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3. SIADTASU (Sistem Administrasi Tata Persuratan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

plikasi ini dibuat oleh tim IT Pengadilan Agama Nganjuk dalam rangka 

membantu staf umum pada saat mengolah surat masuk dan surat keluar. 

 

2. SITALAK (Sistem Tata Kelola Kepegawaian) 
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Aplikasi ini dibuat oleh tim IT Pengadilan Agama Nganjuk 

dalam rangka membantu Kepala Sub. Bagian Kepegawaian dan Ortala 

agar segala sesuatu mengenai, kenaikan pangkat, cuti, dll (hak-hak 

pegawai) bisa tepat pada waktunya, karean pada intinya aplikasi ini 

adalah sebagai pengingat tentang hak-hak para pegawai. 

 

3. ANTRIAN NOMOR PTSP/SIDANG 

Aplikasi ini dibuat oleh Tim IT 

Pengadilan Agama Nganjuk dalam rangka 

untuk memenuhi dan mendukung 9 

aplikasi yang telah luncurkan oleh Diejn 

Badilag Mahkamah Agung Republik Indonesia, selain itu aplikasi ini 

diharapkan agar setiap pencari keadilan dapat lebih tertib dalam 

permohonan pelayanan di Pengadilan Agama Nganjuk (seluruh pelayanan 

di PTSP maupun antrian dalam bersidang). 
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Pengadilan Agama Nganjuk pada tahun 2019 juga telah melaksanakan 

berbagai pengawasan di berbagai bidang yang dilakukan oleh tim Hawasbid 

Pengadilan Agama Nganjuk sesuai SK nomor :W13-A22/186/PS.00/SK/1/2019. 

Tim Hawasbid Pengadilan Agama Nganjuk yang kesemua anggotanya 

terdiri dari para Hakim dan yang bertindak sebagai koordinator adalah Drs. H. 

Muhammad Iskandar Eko Putro, M.H.  

A. PENGAWASAN INTERNAL 

Pengawasan yang dilakukan oleh Tim Hawasbid Pengadilan Agama 

Nganjuk terbagi dalam 2 (dua) semester. Semester pertama dilakukan pada 

periode Januari samapai dengan Juni. Hasil pada Periode pertama adalah 

sebagai berikut : 

 

HASIL PENGAWASAN TIM HAWASBID  

PENGADILAN AGAMA NGANJUK 

PERIODE JANUARI-JUNI 2019 
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BIDANG TEMUAN HASIL PENGAWASAN 

1. BIDANG 

ADMINISTRASI 

PERKARA 

 

 

A. PROSEDUR PENERIMAAN PERKARA 

1. Proses penerimaan perkara khususnya 

Itsbat Nikah selama ini masih belum 

sesuai dengan buku II Tahun 2013 

halaman 145 angka (11) dan (12) yakni 

ketika berkas perkara mau disidangkan 

ternyata pengumuman belum ada; 

 

2. Surat Keterangan ghaib untuk 

mendukung perihal ghaibnya 

Tergugat/Termohon seringklai tidak 

sinkron dengan alamat terakhirnya. 

Sebagaimana Perkara nomor 

1933/Pdt.G/2018/PA.Ngj, dimana alamat 

terakhir di Desa Kalijaten, Kecamatan 

Taman, kabupaten Sidoarjo tetapi yang 

mengeluarkan Surat Keterangan Ghaib 

Kepala Desa Dadapan, Kecamatan 

Ngronggot, Kabupaten Nganjuk  

 

3. Untuk perkara tabayun dimana salah satu 

pihak berdomisili di luar wilayah 
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yurisdiksi Pengadilan Agama Nganjuk, 

bukti permintaan tersebut tidak pernah 

dilampirkan dalam berkas, sehingga 

ketika hari sidang Majelis Hakim 

kesulitan menentukan apakah perintah 

memanggil sudah dilaksanakan atau 

belum;   

 

4. Seringkali terjadi pihak 

Tergugat/Termohon belum terpanggil 

karena Jurusita Pengganti belum 

menerima lembar instrumen perintah 

untuk memanggil sehingga merugikan 

pihak Penggugat/ Pemohon; 

 

B.  KELENGKAPAN PERSIDANGAN 

1. Kelengkapan dokumen berkas perkara 

yang akan disidangkan seringkali masih 

berada di luar dan belum masuk di 

dalam berkas perekara, misalnya relaas 

panggilan belum ada, terutama relaas 

panggilan yang tabayun, surat kuasa 

belum ada, arsip permintaan tabayun 
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masih di meja Wapan; 

 

2. Berita Acara Sidang yang ditulis oleh 

Jurusita pada relaas panggilan sering 

kontradiktif, dimana menurut faktanya 

pihak yang dipanggil sudah tidak 

berdomisili di alamat dimaksud, 

selanjutnya Jurusita menyampaikan 

relaas tersebut kepada Kades/ Sekdes 

dan yang bersangkutan mau menerima 

dan menandatanganinya secara formal 

dan panggilan patut; 

 

2. BIDANG 

ADMINISTRASI 

UMUM 

 

A.  KEPEGAWAIAN 

1. Data Kepegawaian, Organisasi Tata 

Laksana dalam website Pengadilan  

Agama Nganjuk belum terisi secara 

lengkap. 

 

B.  KEUANGAN 

1. Belum adanya papan  pengumuman 

untuk mengumumkan mengenai 

pelaksanaan DIPA; 
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C.  UMUM 

1. Belum ada Kartu Kendali pemeliharaan 

Barang Milik Negara) BMN; 

 

3. BIDANG 

MANAJEMEN 

 

A. PENGELOLAAN MANAJEMEN 

1. Masih sering ditemukan perkara yang 

akan disidangkan belum ada relaas 

panggilannya; 

 

2. Ada Jurusita Pengganti cuti akan tetapi 

tidak menyerahkan tugas kejurusitaannya 

kepada atasannya, sehingga tidak ada 

kejelasan apakah Jurustia Pengganti 

tesrebut masih memiliki tanggungan 

pemanggilan atau tidak, sebab terdapat 

berkas yang pihak Tergugatnya belum 

terpanggil; 

 

3. Sistem tugas meja informasi kurang 

optimal dan sering ditemukan penerima 

perkara merangkap petugas informasi 

sehingga memperlambat proses 

pendaftaran perkara; 
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B. MEKANISME PENGAWASAN DAN 

PEMBINAAN SDM 

1. Ada Jurusita Pengganti dalam 

melaksakan tugas panggilan tidak 

profesionalsebagaimana perkara 

No1463/Pdt.G/2017/PA.Ngj relaas 

secara formal ditandatangani oleh yang 

dipanggil tetapi ternyata setelah dicek 

yang menandatangani adalah adiknya 

sedangkan yang bersangkutan pergi ke 

Malaysia;  

 

Pada periode pertama temuan yang dilaporkan langsung 

ditindaklanjuti oleh masing-masig bagian tanpa terkecuali. Sehingga 

diharpkan pada periode berikutnya tidak ada temuan di bagian yang telah 

diperbaiki dan ditindaklanjuti tersebut. 

Selanjutnya pada periode kedua yaitu antara bulan Juli sampai denga 

Desember, Tim Hawasbid telah melakukan pengawasan lanjutan sesuai 

dengan tugasnya. Hasildari pengawasan pada peiode kedua adalah sebagai 

berikut : 

BIDANG TEMUAN HASIL PENGAWASAN 
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1. BIDANG 

ADMINISTRASI 

PERKARA 

 

 

A. PROSEDUR PENERIMAAN 

PERKARA 

1. Seringkali terjadi pihak 

Tergugat/Termohon belum 

terpanggil karena Jurusita Pengganti 

belum menerima lembar instrumen 

perintah untuk memanggil sehingga 

merugikan pihak Penggugat/ 

Pemohon; 

 

2. Masih ada gugatan atau permohonan 

yang belum diupload ke SIPP; 

 

3. Proses penerimaan perkara 

khususnya Itsbat Nikah selama ini 

masih belum sesuai dengan buku II 

Tahun 2013 halaman 145 angka (11) 

dan (12) yakni ketika berkas perkara 

mau disidangkan ternyata 

pengumuman belum ada; 

 

4. Surat Keterangan ghaib untuk 

mendukung perihal ghaibnya 



 

 104

Tergugat/Termohon seringklai tidak 

sinkron dengan alamat terakhirnya; 

 

5. Sebagaimana Perkara nomor 

1933/Pdt.G/2019/PA.Ngj, dimana 

alamat terakhir di Desa Kalijaten, 

Kecamatan Taman, kabupaten 

Sidoarjo tetapi yang mengeluarkan 

Surat Keterangan Ghaib Kepala 

Desa Dadapan, Kecamatan 

Ngronggot, Kabupaten Nganjuk  

 

6. Untuk perkara tabayun dimana salah 

satu pihak berdomisili di luar 

wilayah yurisdiksi Pengadilan 

Agama Nganjuk, bukti permintaan 

tersebut tidak pernah dilampirkan 

dalam berkas, sehingga ketika hari 

sidang Majelis Hakim kesulitan 

menentukan apakah perintah 

memanggil sudah dilaksanakan atau 

belum;   

 



 

 105

B. KELENGKAPAN PERSIDANGAN 

1. Kelengkapan dokumen berkas 

perkara yang akan disidangkan 

seringkali masih berada di luar dan 

belum masuk di dalam berkas 

perekara, misalnya relaas panggilan 

belum ada, terutama relaas 

panggilan yang tabayun, surat kuasa 

belum ada, arsip permintaan tabayun 

masih di meja Wapan; 

 

2. Berita Acara Sidang yang ditulis 

oleh Jurusita pada relaas panggilan 

sering kontradiktif, dimana menurut 

faktanya pihak yang dipanggil sudah 

tidak berdomisili di alamat 

dimaksud, selanjutnya Jurusita 

menyampaikan relaas tersebut 

kepada Kades/ Sekdes dan yang 

bersangkutan mau menerima dan 

menandatanganinya secara formal 

dan panggilan patut; 
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3. Masih ada ditemukan berkas perkara 

sudah putus tetapi belum diminutasi 

dan ditemukan berkas perkara yang 

sudah diminutasi akan tetapi belum 

dimasukkan di box Arsip Berkas 

Perkara; 

 

4. Untuk perkara-perkara verstek yang 

para pihaknya dalam radius satu 

atau perkara sederhana seperti 

volutair masih dilakukan penundaan 

siding selama 2 (dua) minggu 

 

2. BIDANG 

ADMINISTRASI 

UMUM 

 

A. UMUM 

1. Kebersihan ruangan belum 

maksimal; 

 

2. Instalasi listrik kurang rapih 

sehingga mengganggu 

pemandangan; 

 

3. Belum ada kartu kendali 

Pemeliharaan Barang Inventaris, 
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sehingga apabila terjadi kerusakan 

barang inventaris tidak bias 

mengetahui riwayat BMN; 

 

4. Penempatan barang-barang yang 

tidak terpakai atau barang dipakai 

secara insidentil tidak pada 

tempatnya, sehingga menggangu 

keindahan dan kenyamanan; 

 

5. Keterbatasan ruang atau belum 

adanya gudang khusus yang 

bersifat permanen 

 

B. KEUANGAN 

1. Papan  pengumuman untuk 

mengumumkan mengenai pelaksanaan 

DIPA, akan tetapi belum maksimal 

pengisiannya (masih ada 3 bulan 

terakhir belum terisi); 

 

 

C. PERPUSTAKAAN 
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1. Belum ada Kartu Kendali 

pemeliharaan Barang Milik Negara) 

BMN; 

 

2. Buku Induk belum dibuat per 

kelompok  tema/judul buku dan 

belum sesuai dengan jumlah buku 

yang ada; 

 

3. Masih kesulitan untuk melihat buku 

yang ada di perpustakaan dan 

kesulitan untuk mencarinya; 

 

4. Belum ada Pegawai fungsional 

perpustakaan/pustakawan; 

 

 

A. BIDANG 

MANAJEMEN 

 

C. PENGELOLAAN MANAJEMEN 

1. Dalam penyusunan program kerja 

telah diurai seluruh kegiatan secara 

rinci, namun belum dicantumkan 

jadwal pelaksanaannya sesuai 

dengan DIPA tahun berjalan; 
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2. Belum optimalnya rapat khusus 

untuk mengevaluasi kegiatan; 

 

3. Masih sering ditemukan perkara 

yang akan disidangkan belum ada 

relaas panggilannya; 

 

4. Ruang Sidang II tidak representatip 

dan tidak sesuai dengan prototype 

sehingga mengurangi kewibawaan 

Pengadilan; 

 

5. Ruang PTSP kurang representative 

karena terkesan tertutup dan tidak 

menyatu dengan dengan ruang 

tunggu; 

 

6. Ada Jurusita Pengganti cuti akan 

tetapi tidak menyerahkan tugas 

kejurusitaannya kepada atasannya, 

sehingga tidak ada kejelasan apakah 

Jurustia Pengganti tesrebut masih 
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memiliki tanggungan pemanggilan 

atau tidak, sebab terdapat berkas 

yang pihak Tergugatnya belum 

terpanggil; 

 

7. Sistem tugas meja informasi kurang 

optimal dan sering ditemukan 

penerima perkara merangkap 

petugas informasi sehingga 

memperlambat proses pendaftaran 

perkara; 

 

D. MEKANISME PENGAWASAN DAN 

PEMBINAAN SDM 

1. Ada Jurusita Pengganti dalam 

melaksakan tugas panggilan tidak 

professional dimana  relaas secara 

formal ditandatangani oleh yang 

dipanggil tetapi ternyata setelah 

dicek yang menandatangani adalah 

adiknya sedangkan yang 

bersangkutan pergi ke Malaysia;  
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B. EVALUASI 

Pengadilan Agama Nganjuk telah mengevaluasi dan melakukan 

perbaikan semaksimal mungkin atas apa yang telah menjadi temuan oleh Tim 

Hawasbid Pengadilan Agama Nganjuk. Dalam hasil pengawasan periode 

pertama yaitu antara bulan Januari sampai dengan Juni 2019, Pengadilan 

Agama Nganjuk telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai arahan Tim 

Hawasbid, antara lain : 

 

HASIL PENGAWASAN TIM HAWASBID  

PENGADILAN AGAMA NGANJUK 

PERIODE JANUARI-JUNI 2019 

 

BIDANG YANG SEHARUSNYA 

BIDANG ADMINISTRASI 

PERKARA 

 

 

1. Bagian penerima perkara setelah PHS 

(Penetapan Hari Sidang) dibuat langsung 

memerintahkan Jurusita untuk 

mengumumkan selama 14 (empat belas) 

hari pada media cetak atau elektronik 

sekurang-kurangnya, dan telah 

diumumkan sesuai arahan dari TIM 

Hawasbdi PA Nganjuk. 

 

2. Bagian penerima perkara telah 
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menjelaskan kepada para pihak yang 

mengajukan perkara secara ghaib agar 

Surat Keterangan Ghaib dikeluarkan oleh 

Kepala Desa dimana Tergugat terakhir 

bertempat tinggal (domisili terakhir); 

 

3. Bukti permintaan panggilan tabayun 

telah dimasukkan di dalam berkas 

perkara sehingga Majelis hakim 

memudahkan mengetahui apakah 

panggilan sudah dilaksanakan atau belum 

dilaksanakan; 

 

4. Semua kelengkapan sidang telah 

dilakukan pengecekan dahulu oleh 

Panitera Pengganti; 

 

5. Telah dilakukan sosiali kepada Jurusita 

agara Kades/Sekdes membubuhi kalimat  

yang menyatakan bahwa Tergugat/ 

Termohon benar sudah tidak berada di 
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wilayahnya; 

 

BIDANG ADMINISTRASI 

UMUM 

 

1. Data Kepegawaian telah diupdate dan 

dilengkapi    sebagai    bentuk 

pertanggung jawaban informasi publik; 

 

2. Papan pengumuman tentang realisasi 

DIPA telah disediakan oleh bagian Umum 

dan Keuangan untuk melengkapi asas 

keterbukaan informasi agar semua 

pegawai dapat mengetahuinya; 

 

3. Telah diterbitkan oleh bagian Umum 

kartu kendali pemeliharaan Barang Milik 

Negara (BMN) untuk mengetahui riwayat 

pemeliharaan atau servis BMN tersebut; 

 

C. BIDANG MANAJEMEN 

 

1. Panitera selaku koordinator di 

kepaniteraan telah melakukan kontrol 

dan pengawasan agar tidak sampai 

terjadi keterlambatan penyelesaian 
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perkara; 

 

2. Jurusita yang cuti telah menyerahkan 

tugasnya kepada atasannya, agar  

Panitera selaku koordinator jurusita 

pengganti selalu melakukan 

pengawasan terhadap jalannya tugas-

tugas jurusita dalam pemanggilan; 

 

3. Petugas meja informasi telah 

memberikan pelayanan yang jelas dan 

lengkap, meliputi persyaratan yang 

harus dipersiapkan orang yang mau 

berperkara;  

 

4. Jurusita Pengganti telah berhati-hati 

dalam melaksanakan panggilan atau 

tugas-tugasnya, agar apabila perkara 

tersebut sampai diputus tidak berakibat 

putusan batal demi hukum; 
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Selanjutnya pada periode kedua yaitu antara bulan Juli sampai 

dengan Desember, telah dilakukan evaluasi lanjutan sesuai dengan arahan 

Tim Hawasbid. Hasil dari evaluasi pada peiode kedua adalah sebagai berikut : 

 

 

 

HASIL PENGAWASAN TIM HAWASBID  

PENGADILAN AGAMA NGANJUK 

PERIODE JANUARI-JUNI 2019 

 

BIDANG YANG SEHARUSNYA 

BIDANG ADMINISTRASI 

PERKARA 

 

 

1. Telah dilakukan pembinaan kepada 

petugas Meja I agar lebih teliti untuk 

selalu mengupload setiap gugatan atau 

permohonan yang masuk; 

 

2. Telah dilakukan sosialisasi berdasarkan 

Buku II agar minutasi selambat-lambatnya 

selama 14 (empat belas) hari kerja dan 

sudah mulai diterapkan one day 

minutation; 

 

3. Telah dilakukan percepatan proses 

penyelesaian perkara maka penundaan 
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persidangan selama 1 (satu) minggu 

sedangkan untuk tabayun dalam satu 

propinsi selama 2 (dua) minggu dan diluar 

provinsi 3 (tiga) atau 4 (empat) minggu 

disesuaikan dengan kondisi; 

 

C. BIDANG 

ADMINISTRASI 

UMUM 

 

1. Telah dibagi sesuai zona Ruangan agar 

kondisi ruangan selalu bersih; 

 

2. Telah dilakukan koordinasi dengan 

Instalatir listrik untuk merapikan kabel-

kabel agar terlihat rapi; 

 

3. Barang-barang bekas dan tidak terpakai 

telah dirapikan dan dijadikan satu di 

dalam gudang agar tidak terlihat rapi dan 

bersih; 

 

4. Menata ulang ruangan-ruangan 

(penempatan) agar sesuai fungsinya 

masing-masing; 
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5. Buku Induk Perpustakaan telah 

dikelompokan per tema/judul buku dan 

sesuai dengan buku yang ada; 

 

6. Telah dibuat katalok sesuai dengan jenis 

buku; 

 

7. Telah diusulkan untuk diberikan tambahan 

pustakawan; 

 

D. BIDANG MANAJEMEN 

 

1. Jadwal pelaksanaannya telah dicantumkan 

agar sesuai dengan DIPA tahun berjalan 

untuk mempermudah mengevaluasi 

program tersebut; 

 

2. Rapat khusus untuk mengevaluasi kegiatan 

telah dilakukan secara rutin, disamping 

rapat koordinasi setiap bulannya; 

 

3. Panitera selaku koordinator di 
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kepaniteraan telah melakukan kontrol dan 

pengawasan agar tidak sampai terjadi 

keterlambatan penyelesaian perkara; 

 

4. Telah direncakan dan diusulkan rehab 

dalam program RKA-KL, khusunya renovasi 

gedung secara keseluruhan; 
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A. KESIMPULAN 

Pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman dan kebijakan  maupun 

program kerja yang telah ditetapkan sudah dilaksanakan sesuai dengan 

perencanaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Meskipun tugas administrasi perkara dan administrasi umum di 

Pengadilan Agama  Nganjuk  sudah  berjalan  dengan  baik dan tertib namun 

secara  rutin pembinaan dan pengawasan tetap dilaksanakan untuk dapat 

meningkatkan prestasi kerja. 

Prestasi yang telah dicapai oleh Pengadilan Agama Nganjuk dalam 

hal memberikan pelayanan publik yang prima dibuktikan dengan telah 

diserahkannya Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu dengan predikat A 

"Exelent" oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 18 Juni 2018 dan 

telah di surveilance padaJuni 2019 dan tetap mendapatkan nilai A “Excelent” 

dan telah mengoptimalkan penggunaan  sistem teknologi  informasi, 

Aplikasi SIPP dan E-Court,  reformasi  birokrasi,  maupun  pelayanan  dalam 

bentuk manual merupakan keberhasilan bersama seluruh jajaran Pengadil;an 
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Agama Nganjuk meskipun tidak luput dari kendala-kendalayang dihadapi 

baik internal maupun eksternal. 

Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia di Pengadilan Agama 

Nganjuk pelaksanaan realisasi anggarannya dioptimalkan sebagai upaya 

peningkatan produktifitas kerja yang meliputi bidang kesekretariatan dan 

kepaniteraan. 

1. Kesekretariatan  

a. Jumlah Pegawai Pengadilan Agama Nganjuk kelas 1B sampai 

dengan Desember 2019 sebanyak 21 (dua puluh satu) orang pegawai 

yang terdiri dari 6 orang Hakim termasuk Wakil Ketua, 1 orang 

Panitera, 1 orang Sekretaris, 3 orang Kasubag, 3 orang Panitera 

Muda, 3 orang Jurusita Pengganti, 3 orang Panitera Pengganti, 1 

pelaksana. 

b. Kondisi gedung kantor yang kurang memadai dan tidak memenuhi 

standar prototype gedung Mahkamah Agung RI. Sealin itu kondisi 

rumah dinas pimpinan yang sangat tidak laik untuk digunakan. Oleh 

karena itu sangat   membutuhkan pemeliharaan ataupun rehabilitasi, 

akan tetapi belum tersedia  anggaran untuk rehabilitasi pembangunan 

gedung kantor dan rumah dinas tersebut. 

c. Pengadilan Agama Nganjuk memiliki 2 mobil dinas, satu untuk 

Ketua/Wakil Ketua, satu untuk Panitera, sedangkan untuk Skretaris 

dan operasional Kesekretaiatan belum tersedia. 
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d. Pengusulan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala bagi 

pegawai terlaksana sesuai dengan program kerja. 

e. Pengelolaan dana dalam DIPA 2019 telah dilaksanakan sesuai 

dengan petunjuk operasional kegiatan. 

2. Kepaniteraan  

a. Perkara yang diterima dalam kategori kontensius dan voulentair pada 

tahun 2019 sebanyak 3076 perkara, ini berarti mengalami 

peningkatan penerimaan perkara jika dibandingkan dengan tahun 

2018. 

b. Perkara yang diproses selama tahun 2019 sebanyak 3242 perkara 

dan yang telah diselesaikan sebanyak 3076 perkara, sehingga 

persentase pencapaian penyelesaian perkara sebanyak 94,88% 

sedangkan sisa untuk tahun 2018 sebanyak 2526 atau 83%. 

c. Penataan berkas perkara yang sudah diminutasi berjalan sesuai 

dengan Pola Bindalmin. 

 

B. SARAN 

Pada akhir laporan ini, kami sampaikan rekomendasi sebagai berikut:  

1. Kesekretaiatan 

a. Agar terwujud suasana kerja yang nyaman bagi pegawai Pengadilan 

Agama Nganjuk perku segera ditunjang sarana gedung kantor yang 

memadai sesuai dengan prototype Mahkamah Agung. Sehingga 
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perlu adanya penambahan anggaraan melalui DIPA 2018 untuk 

belanja modal. 

b. Adanya pemberian reward dan promosi jabatan bagi hakim dan 

pegawai yang menunjukkan kinerja yang tinggi. 

2. Bidang Teknis Yustisial dan Administrasi Perkara  

a. Perlu adanya penambahan jumlah Panitera Pengganti yang sudah 

tidak sebanding dengan jumlah Hakim.  

b. Perlu adanya pelatihan bidang kearsipan perkara dan arsip dinamis. 

c. Perlu diadakan peningkatan kadar pengetahuan serta kemampuan 

teknis yustisial melalui penataran-penataran singkat, upgrading, dan 

pembekalan seluruh pejabat fungsional dan struktural. 

d. Perlu diadakan diklat teknis hakim, panitera, dan jurusita serta diklat 

manajemen kepemimpinan (ISQ, Integritas Moral, dll.) 

Demikian  Laporan Tahunan  untuk tahun 2018  Pengadilan Agama 

Nganjuk  Kelas 1B dan kami menyadari bahwa penyusunan Laporan Kegiatan 

Tahun 2019 ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi maupun sistematika, 

untuk itu kami berharap adanya saran dan masukan yang bersifat baik demi 

kesempurnaan di masa mendatang. 
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